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Ade Christine Br Ginting, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 
April 2021, PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KEAMANAN TERHADAP 
PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DARI ANCAMAN 
DAN/ATAU GANGGUAN DALAM MELAKSANAKAN UPAYA 
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Komisi 
Pemberantasan Korupsi), Dr. Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H. dan Ardi 
Ferdian, SH., M.Kn. 
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang pelaksanaan 
perlindungan keamanan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dari 
ancaman dan/atau gangguan dalam melaksanakan upaya pemberantasan tindak 
pidana korupsi. Latar belakang terpilihnya topik tersebut yakni tugas yang diemban 
oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah berat harus ditambah 
lagi dengan ancaman-ancaman dan/atau gangguan-gangguan dari pihak-pihak 
yang merasa kepentingannya diganggu. Ancaman dan/atau gangguan yang 
dihadapi oleh penyidik KPK menjadi suatu alasan perlu diterapkan dengan 
maksimal perlindungan hukum terkait keamanan terhadap penyidik KPK. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang terdapat dalam 
penelitian ini adalah : (1) Bagaimana bentuk perlindungan keamanan terhadap 
penyidik komisi pemberantasan korupsi dari ancaman dan/atau gangguan dalam 
melaksanakan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi? (2) Apakah faktor-
faktor yang menjadi penghambat dari perlaksanaan perlindungan keamanan 
terhadap penyidik komisi pemberantasan korupsi dari ancaman dan/atau 
gangguan dalam melaksanakan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi? 
Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan keamanan 
terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dijamin oleh negara, dan 
terlaksana melalui peraturan internal Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi belum 
diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Pelaksanaan 
perlindungan tersebut juga terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambar 
dari pelaksanaan tersebut yaitu pertama hambatan substansi hukum, dimana 




Korupsi yang termasuk kepada permasalahan kekosongan hukum. Kedua 
hambatan struktur hukum, dimana dalam hal penanganan tindak pidana ancaman 
dan gangguan terhadap penyidik Komisi Peberantasan Korupsi terlihat pihak 
kepolisian dan kejaksaan sebagai bagian dari faktor struktur hukum yang bertindak 
sebagai aparat penegak hukum tidak menunjukan upaya yang maksimal dalam 
melakukan penegakan hukum. Dan terakhir hambatan hubungan dengan lembaga 
lain, dimana lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) memberikan tawaran 
kepada pegawai yang mengalami ancaman/gangguan untuk diberikan 
perlindungan serta bantuan tetapi tawaran LPSK tersebut dihiraukan. Dari 
berbagai hambatan tersebut, terdapat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh 
Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu, pertama membentuk suatu peraturan 
internal yaitu Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 09 Tahun 2017 
Tentang Perlindungan dan Pengamanan Khusus Bagi Pegawai Komisi 
Pemberantasan Korupsi serta Tim Khusus yang menangani pemberian 
perlindungan dan pengamanan terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi 
. Kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi berusaha untuk mengambil peran dalam 
penanganan kasus tindak pidana ancaman/gangguan terhadap penyidik Komisi 
Pemberantasan Korupsi dengan ikut bergabung dengan tim satuan tugas khusus 
yang dibentuk oleh Polri. Ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta lembaga 
penegak hukum lainnya untuk memberikan perlindungan hukum terkait ancaman 







Ade Christine Br Ginting, Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, 
April 2021, IMPLEMENTATION OF SECURITY PROTECTION FOR KOMISI 
PEMBERANTASAN KORUPSI INVESTIGATORS FROM THREATS AND/OR 
DISTRACTION IN CARRYING OUT EFFORTS TO ERADICATE 
CORRUPTION (Study in Komisi Pemberantasan Korupsi) , Dr. Setiawan 
Nurdayasakti, S.H., M.H. and Ardi Ferdian, SH., M.Kn. 
In this thesis, the author raises the issue of implementation of security protection 
for Komisi Pemberantasan Korupsi investigators from threats or distraction in carry 
out efforts to eradicate corruption. The background for choosing this theme is that 
the task carried out by the Komisi Pemberantasan Korupsi investigators, which is 
already heavy, must be added with threats and/or distraction from parties who 
feel their interests are being disturbed. The threats and/or distraction faced by 
Komisi Pemberantasan Korupsi investigators are a reason that needs to be applied 
to the maximum of legal protection related to security for Komisi Pemberantasan 
Korupsi investigators. 
Based on this background, the legal issues raised in this study are: (1) What is the 
form of security protection for Komisi Pemberantasan Korupsi investigators from 
threats and/or distraction in carrying out efforts to eradicate corruption crimes? 
(2) What are the factors that hamper the implementation of security protection for 
Komisi Pemberantasan Korupsi investigators from threats and/ or distraction in 
carrying out efforts to eradicate corruption crimes? 
Based on the discussion, it can be concluded that the security protection for Komisi 
Pemberantasan Korupsi investigators is guaranteed by the state, and is carried out 
through the internal regulations of the Komisi Pemberantasan Korupsi, but has not 
been regulated in Indonesian legislation. The implementation of this protection 
also has several factors that become obstacles to this implementation, namely, 
first, legal substance obstacles, where the regulations regarding the protection of 
the security of the Komisi Pemberantasan Korupsi investigators are included in the 
problem of legal vacuum. The second obstacle is the legal structure, where in 




Komisi Pemberantasan Korupsi, it is seen that the police and prosecutors are seen 
as part of the legal structure factor that acts as law enforcement officers who do 
not show maximum efforts in enforcing the law. And finally the obstacles to 
relations with other institutions, where the Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban (LPSK) offered to employees who experienced threats / disturbances to be 
given protection and assistance but the LPSK's offer was ignored. Of these various 
obstacles, there are efforts that have been made by the Komisi Pemberantasan 
Korupsi, namely, first forming an internal regulation, namely the Surat Edaran 
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan 
Pengamanan Khusus Bagi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi and the Special 
Team in charge of providing protection and safeguarding the employees of the 
Komisi Pemberantasan Korupsi Second, the Komisi Pemberantasan Korupsi seeks 
to take a role in handling criminal cases of threats / interference to Komisi 
Pemberantasan Korupsi investigators by joining the special task force team formed 
by the Police. Third, the Komisi Pemberantasan Korupsi asks other law 
enforcement agencies to provide legal protection regarding threats and 







A. Latar Belakang 
Kata korupsi yang ada dalam Bahasa Indonesia diperoleh dari Bahasa 
Belanda yakni coruptie, yang mana istilah ini berasal dari Bahasa Latin yakni 
corruptio atau corruptus yang bermakna sebagai perbuatan korup atau 
penyuapan.1 Hal ini disimpulkan oleh Andi Hamzah sebagai suatu yang busuk, 
buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral serta menyimpang dari 
kesucian.2 
Jika perkembangkan korupsi di Indonesia diibaratkan sebagai penyakit 
maka akan terdapat tiga tahap yaitu elitis, endemis, dan sistemis. Pada tahap elitis, 
korupsi masih dianggap sebagai penyakit yang hanya menjangkit pada kata 
kalangan elit/pejabat. Masuk pada tahap endemis, korupsi mulai mewabah di 
kalangan masyarakat luas, hingga sampai pada tahap yang paling kritis yakni 
sistemis, korupsi menjadi sebuah penyakit yang menjangkit keseluruh individu 
yang terdapat dalam sistem tersebut, dan Indonesia sudah sampai pada tahap ini.3 
Korupsi merupakan kejahatan yang menganggu kepentingan hak asasi 
manusia, ideologi negara, dan hal lainnya yang berkaitan dengan aspek 
perekonomian keuangan negara dan karena korupsi semakin susah untuk 
dijangkau oleh hukum pidana menyebabkan kejahatan ini menjadi kejahatan 
inkonvensional. Selain disebut sebagai kejahatan inkonvensional, korupsi juga 
dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang memerlukan 
sebuah penanggulangan yang sifatnya luar biasa (extra ordinary enforcement) 
serta tindakan yang luar biasa juga (extra ordinary measures)4 seperti yang tertulis 
dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
 
1 Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, 
Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm 1. 
2 Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, PT. 
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm 7. 
3 Abu Fida' Abdur Rafi', Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs 
(Penyucian Jiwa), Penerbit Republika, Jakarta, 2004, hlm xxi. 
4 Lilik Mulyadi, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, 




Korupsi (Undang-Undang Korupsi) bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi 
secara meluas selama ini, selain merugikan keuangan negara, juga merupakan 
pelanggaran pada hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga 
tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang 
pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.5 
Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dimulai 
sejak sekitar masa orde lama dimana pertama kali dibentuk suatu lembaga 
pemberantasan tindak pidana korupsi yakni Panitia Retooling Aparatur Negara 
(Paran)6 hingga pada masa pemerintahan Presiden Megawati dibentuk Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KTPK). KTPK dianggap sebagai jawaban 
atas kegelisahan masyarakat pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi 
yang menurut masyarakat kurang memuaskan. KTPK merupakan cikal bakal dari 
lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini yaitu Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK).  
Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai suatu lembaga pemberantasan 
korupsi saat ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang KPK). 
Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang KPK dikatakan bahwa “Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi 
Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan 
eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini”.7 
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang masih berada 
pada rumpun kekuasaan eksekutif yang saat melakukan tugas dan wewenangnya 
bersifat independen atau bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Salah satu 
tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Pasal 6 huruf e Undang-Undang 
KPK adalah melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan 
 
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
6 Diana Napitupulu, KPK in Action, Penebar Swadaya Grup , Depok, 2010, hlm 
40. 
7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan 





terhadap Tindak Pidana Korupsi.8 Penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh 
penyidik, dimana penyidik dikarenakan kewajibannya memiliki wewenang berupa 
:  
a. “menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang 
adanya tindak pidana 
b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian 
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda 
pengenal dari tersangka 
d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan 
penyitaan 
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil 
sidik jari dan memotret seseorang 
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi 
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan 
dengan pemerikisaan perkara 
h. mengadakan penghentian penyidikan 
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggung jawab”.9 
 
Menurut Romli Atmasasmita, perilaku korupsi merupakan suatu perilaku 
yang berkaitan erat dengan kekuasaan, dimana seseorang melakukan korupsi 
dikarenakan Ia memiliki kekuasaan, dan oleh karena itu juga ia dapat 
menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga serta 
orang terdekatnya. Dan dengan kekuasaan tersebutlah pelaku korupsi tersebut 
dapat memberi tekanan atau memeras para pencari keadilan.10 Hal ini yang 
menyebabkan tidak jarang dalam suatu proses penyidikan kasus tindak pidana 
korupsi terjadi ancaman-ancaman dan/atau gangguan-gangguan yang ditujukan 
kepada penyidik KPK yang menjalani tugasnya sebagai bentuk intimidasi. Kasus 
yang paling terkenal mengenai hal ini adalah tindak pidana penyerangan dengan 
 
8 Ibid 
9 Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2002, hlm 92. 
10 Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional Dan Aspek 




cara penyiraman air keras yang dialami oleh penyidik senior Novel Baswedan pada 
tanggal 11 April 2017, yang mengakibatkan rusaknya kedua mata milik Novel 
Baswedan. Tidak hanya itu, Penyidik KPK bernama Surya Tarmiani juga pernah 
menjadi korban pencurian, dimana tas dan laptop milik Surya Tarmiani dicuri pada 
awal April 2017.11 Dan beberapa rentetan peristiwa terror yang dialami penyidik 
KPK Afief Yulian Miftach pada pertengahan 2015, rumah milik penyidik KPK ini 
didatangi oleh dua laki-laki tak dikenal yang meletakkan sebuah bungkusan yang 
terlihat seperti bom, padahal sepekan sebelum kejadian tersebut ban mobil milik 
Afief ditusuk oleh seseorang, dalam hari yang sama rumahnya dilempari oleh telur, 
dan pernah kap mobil milik Afief meleleh karena disiram dengan cairan kimia.12 
Perlindungan hukum dalam bentuk keamanan terhadap penyidik seperti 
kasus di atas merupakan salah satu aspek penting dalam upaya pencegahan serta 
pemberantasan tindak pidana korupsi. Perlindungan keamanan yang diberikan 
kepada penyidik dapat membantu kelancaran proses penyelidikan dan penyidikan 
tindak pidana korupsi. 
Tujuan utama perlindungan keamanan bukan hanya dari segi kelancaran 
proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi semata, namun sebagai 
upaya untuk melindungi penyidik dari ancaman dan gangguan yang berasal dari 
orang-orang yang merasa kepentingannya diusik. Tidak dapat dipungkiri bahwa 
tugas dari Penyidik Korupsi Pemberantasan Korupsi yang sudah cukup berat harus 
ditambah dengan berbagai ancaman dan gangguan yang dapat 
membahayakannya. 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur hukuman 
kepada mereka yang bermaksud menghalangi proses penyidikan dapat dikenakan 
pasal 221 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimana dikatakan: 
“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau 
denda paling banyak tiga ratus rupiah: 
Ke-2 barang siapa yang setelah dilakukan suatu kejahatan dan 
dengan maksud untuk menutupinya atau menghalang-halangi atau 
 
11 Yulida Medistiara, 2019, Rentetan Serangan Ke KPK Daro Teror Air Keras 
Hingga Pegawai Dianiaya (online), https://news.detik.com/berita/d-4412964/rentetan-
serangan-ke-kpk-dari-teror-air-keras-hingga-pegawai-dianiaya, (12 Desember 2019) 
12 M Rosseno Aji; Juli Hantoro, 2019, 5 kasus teror ke pimpinan dan pegawai 
KPK (online), https://nasional.tempo.co/read/1163093/5-kasus-teror-ke-pimpinan-dan-




mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, 
menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana 
atau dengan mana kejahatan dilakukan, atau bekas-bekas 
kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang 
dilakukan oleh pejabat kehakiman, atau kepolisian, maupun oleh 
orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus 
atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan 
kepolisian”.13 
 
Terkhusus untuk kasus tindak pidana korupsi, telah diatur lebih lanjut 
dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai penghalangan tindak 
pidana korupsi yang mana dikatakan dalam pasal 21: 
“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau 
menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap 
tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”14 
 
Bahkan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 
Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi 
Pemberantasan Korupsi, dikatakan bahwa Biro Umum Komisi Pemberantasan 
Korupsi memiliki Bagian Pengamanan yang memiliki tugas melakukan 
pengamanan di lingkungan KPK. Fungsi dari bagian keamanan yang berhubungan 
dengan proses penyelidikan dan penyidikan adalah pengamanan dan pengawalan 
geledah, serta pengamanan dan pengawalan operasi tangkap tangan (OTT), serta 
tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan pengamanan. 
Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas dapat kita ketahui bahwa 
tugas yang diemban oleh penyidik KPK sudah berat harus ditambah lagi dengan 
 
13 Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 





ancaman-ancaman dan/atau gangguan-gangguan dari pihak-pihak yang merasa 
kepentingannya diganggu. Ancaman dan/atau gangguan yang dihadapi oleh 
penyidik KPK menjadi suatu alasan perlu diterapkan dengan maksimal 
perlindungan hukum terkait keamanan terhadap penyidik KPK, dan hal inilah yang 
menjadi alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka 
pembuatan skripsi dengan judul: “PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KEAMANAN 
TERHADAP PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DARI ANCAMAN 
DAN/ATAU GANGGUAN DALAM MELAKSANAKAN UPAYA PEMBERANTASAN 
TINDAK PIDANA KORUPSI”  
 
B. Orisinalitas Penelitian 
 
Tabel 1.1 
Tabel Orisinalitas Penelitian 
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Instansi 
Judul dan Tahun 
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C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 




1. Bagaimana bentuk perlindungan keamanan terhadap penyidik komisi 
pemberantasan korupsi dari ancaman dan/atau gangguan dalam 
melaksanakan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi? 
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dari perlaksanaan 
perlindungan keamanan terhadap penyidik komisi pemberantasan 
korupsi dari ancaman dan/atau gangguan dalam melaksanakan upaya 
pemberantasan tindak pidana korupsi? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah: 
1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, menganalisis, membuktikan 
atau menemukan bentuk perlindungan keamanan terhadap penyidik 
komisi pemberantasan korupsi dari ancaman dan/atau gangguan 
dalam melaksanakan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi 
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, menganalisis, membuktikan 
atau menemukan faktor-faktor yang menjadi penghambat dari 
pelaksanaan perlindungan keamanan terhadap Penyidik Komisi 
Pemberantasan Korupsi dari ancaman dan/atau gangguan dalam 
melaksanakan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi? 
 
E. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari terlaksananya penelitian ini sekiranya dapat memberikan 
manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut: 
1. Manfaat teoritis 
Secara umum penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 
pengembangan materi pembelajaraan di bidang Ilmu Hukum khususnya 
Hukum Kepidanaan dan juga hal lainnya yang berhubungan dengan 
penelitian ini. 
 
2. Manfaat praktis 
Secara umum penelitian ini sekiranya dapat berguna untuk para pihak-
pihak yang berkaitan langsung dengan hasil penelitian, yaitu: 




Besar harapan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang 
lebih mendalam mengenai perlindungan keamananan yang 
diberikan terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dari 
ancaman dan/atau gangguan dalam penanganan pemberantasan 
tindak pidana korupsi dan sebagai bahan evaluasi untuk 
melakukan penelitian lebih lanjut. 
b. Bagi Pembuat Kebijakan dan Perancang Peraturan Perundang-
Undangan 
Besar harapan penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap 
pembuat kebijakan dan perancang peraturan perundang-
undangan sebagai bahan penilaian keberhasilan suatu regulasi 
mengenai perlindungan keamanan terhadap Penyidik Komisi 
Pemberantasan Korupsi dari ancaman dan/atau gangguan dalam 
melaksanakan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. 
c. Bagi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi 
Besar harapan penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap 
Komisi Pemberantasan Korupsi berupa masukan-masukan terkait 
dengan pelaksanaan perlindungan keamanan terhadap Penyidik 
Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga perlindungan keamanan 
yang diberikan kedepannya dapat lebih maksimal. 
d. Bagi Masyarakat 
Besar harapan penelitian ini dapat memberikan sebuah informasi 
bagi masyarakat luas mengenai pelaksanaan perlindungan 
keamananan terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi 
dari ancaman dan/atau gangguan dalam penanganan 
pemberantasan tindak pidana korupsi. 
 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian hukum empiris karena penelitian ini akan membahas tentang 
pelaksanaan perlindungan keamanan terhadap penyidik komisi 
pemberantasan korupsi dari ancaman dan/atau gangguan dalam 




Komisi Pemberantasan Korupsi. Melalui penelitian ini akan dikaji lebih 
dalam melalui fakta-fakta yang terjadi di lapangan dengan berpedoman 
kepada peraturan perundang-undangan yang telah ada. 
 
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan yuridis sosiologis karena penelitian ini secara yuridis akan 
meneliti tentang bagaimana pelaksanaan dan bentuk perlindungan 
keamanan yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada 
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dari ancaman dan/atau gangguan 
dalam melaksanakan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan 
juga meneliti faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan 
perlindungan keamanan terhadap Penyidik KPK dari ancaman dan/atau 
gangguan dalam melaksanakan upaya pemberantasan tindak pidana 
korupsi oleh KPK. Secara sosiologis penelitian ini berfokus pada bentuk 
perlindungan keamanannya. 
 
3. Alasan Pemilihan Lokasi 
Lokasi penelitian berada di Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi 
yang beralamat di Jln. Kuningan Persada Kav-4. Jakarta Selatan. Pemilihan 
lokasi penelitian didasari oleh alasan bahwa KPK merupakan salah satu 
pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian perlindungan 
keamanan terhadap penyidik KPK yang sedang melaksanakan tugas 
pemberantasan tindak pidana korupsi. 
 
4. Jenis dan Sumber Data 
Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yaitu: 
a. Data Primer 
Data primer dalam penelitian yuridis empiris antara lain 
pengetahuan, pemahaman, sikap, tindakan, persepsi, 
pengalaman, dan lain-lain yang diperoleh langsung dari subyek 
penelitian. Data tentang pelaksanaan perlindungan keamanan 




dan/atau gangguan dalam melaksanakan upaya pemberantasan 
tindak pidana korupsi serta faktor hambatannya akan diperoleh 
langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan narasumber 
dengan menggunakan pedoman wawancara. 
 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang didapatkan dan dikumpukan dari 
literatur, laporan hasil penelitian dan karya ilmiah yang telah 
disusun dalam bentuk skripsi dan membahas masalah yang sama. 
Data pelaksanaan perlindungan keamanan terhadap Penyidik 
Komisi Pemberantasan Korupsi dari ancaman dan/atau gangguan 
dalam melaksanakan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi 
diperoleh melalui: 
1. Peraturan perundang-undangan 
2. Buku-buku literatur 
3. Jurnal hukum 
4. Makalah 
5. Artikel dalam bentuk cetak maupun elektronik 
6. Penjelasan atas Undang-Undang 
7. Pendapat para ahli 
 
5. Teknik Memperoleh Data 
Teknik memperoleh data yang dipergunakan oleh peneliti dalam 
pengumpulan data yang diperlukan adalah sebagai berikut: 
a. Data Primer 
Metode yang digunakan untuk memperoleh data merupakan salah 
satu aspek yang memiliki peran penting dalam kelancaran dan 
keberhasilan dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini metode 
pengambilan data primer atau data utama yang akan digunakan 
adalah wawancara dengan para responden untuk mendapatkan 
data yang berkaitan dengan pembahasan menggunakan pedoman 
wawancara. Dikarenakan penelitian dilakukan pada masa 
pandemi, maka wawancara dilakukan secara tidak langsung, 




Pemberantasan Korupsi dilakukan lewat email, dan wawancara 
kepada narasumber Novel Baswedan diwakilkan oleh narahubung 
Benydictus Siumlala MS selaku Pegawai Direktorat Pendidikan dan 
Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi. 
b. Data Sekunder 
Data Sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
diperoleh dengan cara: 
1. Studi Kepustakaan 
Pengumpulan data dengan memperoleh, mengumpulkan, 
serta mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan 
penelitian 
2. Studi Dokumentasi 
Pengumpulan data dengan cara menyalin dokumen serta 
catatan-catatan penting yang terdapat di Komisi 
Pemberantasan Korupsi, serta menggunakan sumber data 
internet sebagai pendukung. 
 
6. Populasi, Sampling dan Responden 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.15 Populasi dalam 
penelitian ini adalah keseluruhan pegawai dari Komisi Pemberantasan 
Korupsi. 
Sampel merupakan bagian dari populasi yang mana memiliki ciri-ciri 
utama dari populasi dan ditetapkan sebagai responden penelitian. Sampel 
dalam penelitian ini ditetapkan dengan teknik purposive sampling, yaitu 
memilih sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.16  
Berdasarkan hal tersebut peneliti menetapkan kriteria responden yang 
akan dijadikan sampel. Responden adalah setiap orang yang dimintai untuk 
memberikan informasi berupa fakta atau pendapat untuk tujuan dari 
penelitian ini. Kriteria dari responden pada penelitian ini adalah pegawai 
 





KPK yang memiliki pengetahuan perihal perlindungan keamanan penyidik 
KPK atau pegawai KPK yang pernah mengalami ancaman dan gangguan 
saat melaksanakan upaya pemberantasan korupsi. Berdasarkan hal 
tersebut maka responden dalam penelitian ini adalah: 
1. Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi 
2. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi 
 
7. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh oleh penulis akan dianalisis menggunakan dua 
metode yakni data primer yang diperoleh peneliti dianalisis dengan metode 
deskriptif analisis, yakini mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari 
lapangan, kemudian menganalisis data-data yang diperoleh di lapangan 
untuk ditarik sebuah kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikaji. 
Untuk data-data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan akan 
dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis), 
yakni menganalisis konsep hukum yang diperoleh bahan hukum, serta 
menjabarkan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
kenyataan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang dikaji, 
kemudian digambarkan secara rinci dan dianalisis sehingga dapat ditarik 
sebuah kesimpulan 
 
8. Definisi Operasional 
a. Perlindungan keamanan 
Segala upaya yang dilakukan untuk memenuhi rasa aman, bebas 
dari bahaya atau gangguan serta keadaan yang tidak 
mengandung resiko yang diatur dalam sekumpulan peraturan-
peraturan yang dibuat oleh para penguasa yang bersifat mengikat 
serta memaksa 
b. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi 
Penyidik yang berasal dari pihak kepolisian, kejaksaan, dan 
penyidik pegawai negeri sipil yang oleh undang-undang dan 
penyelidik KPK diberikan wewenang khusus, penyidik-penyidik 
tersebut diangkat serta diberhentikan oleh Pimpinan KPK. 




Segala hal yang dilakukan oleh pihak luar yang menimbulkan rasa 
takut, serta bahaya bagi keselamatan bertujuan untuk 
melemahkan atau bahkan menghalangi upaya atau tindakan yang 
kita lakukan. 
d. Pemberantasan tindak pidana korupsi 
Segala kegiatan yang dilakukan untuk mencegah serta 
memberantas terjadinya suatu tindak pidana korupsi dengan 
menggunakan upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, 
penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, serta 
melibatkan peran masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan 








A. Kajian Umum Tentang Perlindungan Keamanan 
Perlindungan hukum berasal dari bahasa Belanda yang berbunyi 
rechtbercherming van de bergers tege de overead.17 Pengertian dari perlindungan 
hukum sendiri adalah segala bentuk tindakan yang memberikan rasa aman, 
nyaman, dan kepastian hukum bagi subjek hukum baik itu perseorangan (persoon) 
atau badan hukum (rechtpersoon).18 Lili  Rasjidi dan I.B Wysa Putra mengatakan 
bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang tidak 
hanya bersifat adaptif dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif.19 
Untuk mewujudkan perlindungan hukum, diperlukan usaha untuk 
mencapainya dengan memperhatikan unsur-unsur yang ada, yaitu: 
1. Kepastian Hukum 
Kepastian menyangkut kepada harapan dari orang-orang kepada suatu 
penetapan hukum yang nyata serta hukum yang berlaku adil. Hukum 
berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum dalam rangka 
menertibkan masyarakat. 
2. Kemanfaatan 
Dalam rangka penegakan dan pelaksaaan hukum, harus memberikan 
manfaat serta kegunaan bagi masyarakat. Eksistensi hukum tidak akan 
berguna jika tidak mengandung unsur manfaat. 
3. Keadilan 
Penegakan dan pelaksanaan hukum harus dilingkupi oleh rasa keadilan 
karena menyangkut pada kepentingan masyarakat luas.20 
Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah mengayomi hak 
asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain, hal ini dilakukan agar 
 
17 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah 
Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam 
Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi, Bina 
Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 84 
18 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
19 Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu SIstem, Remaja 
Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm 81. 
20 Sudikno Mertokusuo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, 




masyarakat dapat menikmati hak-haknya yang telah dijamin oleh hukum.21 Oleh 
karena itu, perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan 
melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang 
belaku. 
Dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dikatakan bahwa “setiap warga negara 
Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum 
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Peraturan tersebut 
sejalan dengan isi dari Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak 
atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya, 
berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia 
berada, berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap 
ancaman ketakutan untuk berbut atau tidak berbuat sesuatu”.22 
Hak atas rasa aman merupakan salah satu hak yang penting bagi pribadi 
setiap orang, dimana setiap orang pasti ingin memperoleh hak atas rasa aman 
dimanapun dan kapanpun ia berada. Hak atas rasa aman haruslah dijamin 
perlindungan, penegakkan dan pemenuhannya sehingga diperlukan suatu 
perlindungan hukum terhadap keamanan setiap warga negara, terutama bagi 
mereka yang memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mendapatkan ancaman dan 
gangguan. 
Dari beberapa uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa perlindungan 
hukum terhadap keamanan atau yang bisa disebut perlindungan keamanan adalah 
segala upaya yang dilakukan untuk memenuhi rasa aman, bebas dari bahaya atau 
gangguan serta keadaan yang tidak mengandung resiko yang diatur dalam 
sekumpulan peraturan-peraturan yang dibuat oleh para penguasa yang bersifat 
mengikat serta memaksa. 
 
B. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi 
 
21 Satjipto Raharjo Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 53. 




1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 
Tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi adalah segala 
tindakan yang masuk ke dalam ketentuan hukum materil yang terdapat 
pada Pasal 2 hingga Pasal 13 Undang-Undang Korupsi.23 Komisi 
Pemberantasan Korupsi merumuskan tindak pidana korupsi ke dalam tiga 
puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan menjadi :24 
a. Murni Merugikan Negara 
Dalam tindak pidana korupsi berbentuk merugikan keuangan 
negara ada perbuatan dari pegawai negeri sipil atau 
penyelenggara negara dengan cara melawan hukum, 
menyalahgunakan wewenang miliknya, kesempatan atau sarana 
yang dimilikinya karenakan jabatan atau kedudukan yang 
bertujuan memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau 
perusahaan sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian 
pada keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal yang 
menjerat tindak pidana korupsi berbentuk murni merugikan 
negara adalah Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7 ayat (1) huruf a dan c, 
Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 12 huruf 
i, Pasal 12A, dan Pasal 17 Undang-Undang 31 Tahun 1999. 
b. Suap 
Dalam tindak pidana korupsi berbentuk suap biasanya tidak 
memberikan efek langsung pada kerugian keuangan negara atau 
perekonomian negara. Hal tersebut karena benda berharga atau 
uang yang diterima pegawai negeri sipil atau penyelenggara 
negara sebagai bentuk imbalan dari perbuatan melawan hukum, 
menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang 
dimilikinya karena jabatan atau kedudukan yang bertujuan untuk 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau perusahaan berasal 
dari uang atau aset orang yang melakukan suap, bukan dari uang 
atau aset milik negara sehingga tidak menimbulkan kerugian pada 
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keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam hal suap-
menyuap harus ada peran aktif dari orang yang melakukan suap 
dan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang 
menerima suap. Dan hal suap-menyuap ini hanya terjadi apabila 
terjadi kesepakatan antar pihak mengenai besaran suap dan cara 
penyerahannya. Pasal yang menjerat tindak pidana korupsi 
berbentuk suap adalah Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf 
a,b,c, dan d, Pasal 12 A, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999. 
c. Penyerobotan 
Dalam tindak pidana korupsi berbentuk penyerobotan, pegawai 
negeri sipil atau penyelenggara negara memiliki peran aktif, saat 
melaksanakan tugas pegawai negeri sipil atau enyelenggara 
negara tersebut menggunakan tanah negara yang di atasnya 
terdapat hak pakai, seakan-akan hal tersebut sudah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan padahal pemilik hal mendapat 
kerugian. Pada saat melakukan hal tersebut, pegawai negeri sipil 
atau penyelenggara negara tahu bahwa tindakan yang mereka 
lakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 
Pasal yang menjerat tindak pidana korupsi berbentuk 
penyerobotan adalah Pasal 12 huruf h dan Pasal 17 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999. 
d. Pemerasan 
Dalam tindak pidana korupsi berbentuk pemerasan, yang berperan 
aktif adalah pihak dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara 
negara, dikarenakan pegawai negeri sipil atau penyelenggara 
negara melakukan tindakan meminta imbalan yang cenderung 
diikuti dengan pemerasan terhadap masyarakat yang 
membutuhkan pelayanan atau bantuan dari mereka. Tindak 
pidana pemerasan timbul dikarenakan ketidakmampuan 
masyarakat dalam memenuhi imbalan yang diminta oleh pegawai 
negeri sipil atau peyelenggara negara tersebut. Pasal yang 




12 huruf e, f, dan g, Pasal 12 A dan Pasal 17 Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999. 
e. Percobaan, Pembantuan, dan Permufakatan 
Dalam tindak pidana korupsi berbentuk percobaan, pembantuan, 
dan pemufakatan dilakukan masih atau hanya sebatas percobaan, 
pembantuan atau pemufakatan, sehingga sanksi hukum yang 
diberikan pada umumnya dikurangi 1/3(satu per tiga) dari 
ancaman pidana. Pasal yang menjerat tindak pidana korupsi 
berbentuk percobaan, pembantuan dan permufakatan adalah 
Pasal 7 ayat (1) huruf b dan d, Pasal 8, Pasal 10 huruf b dan c, 
Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999. 
f. Gratifikasi  
Dalam tindak pidana korupsi berbentuk gratifikasi, pegawai negeri 
sipil atau penyelenggara negara menerima benda berharga atau 
sejumlah uang dari pemberi gratifikasi. Dalam penyerahan 
sejumlah uang atau benda berharga tersebut tidak terjadi 
kesepakatan atau deal berapa jumlah uang atau harga benda 
serta dimana dan bagaimana uang atau benda tersebut 
diserahkan, sehingga pegawai negeri sipil atau penyelenggara 
negara diaggap hanya pihak yang bersikap pasih dalam hal 
gratifikasi. Pasal yang menjerat tindak pidana korupsi berbentuk 
gratifikasi adalah Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf 
d, Pasal 8, Pasal 10 huruf b, Pasal huruf c, Pasal 15, Pasal 16 dan 
Pasal 17. 
g. Tindak Pidana korupsi lainnya 
Tindak pidana korupsi berbentuk lainnya merupakan peristiwa 
atau perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi 
atau melakukan dengan sengaja perbuatan-perbuatan yang 
bertujuan mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan secara tidak langsung di sidang 
pengadilan pada tersangka, terdakwa ataupun saksi tindak pidana 




lainnya adalah Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999. 
 
2. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
Pembangunan Nasional merupakan salah satu upaya untuk 
mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan Makmur, sejahtera serta 
tertib dengan bertumpu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan salah satu upaya yaitu 
meningkatkan usaha pencegahan serta pemberantasan tindak pidana 
korupsi. 
Ditengah-tengah upaya pembangunan nasional, pergerakan aspirasi 
masyarakat untuk mencegah dan memberantas korupsi terlihat semakin 
meningkat, hal ini dikarenakan masyarakat yang semakin sadar akibat yang 
ditimbulkan dari korupsi sangat merugikan keuangan dan perekonomian 
negara dan dapat menimbulkan krisis di berbagi bidang. Sehingga perlu 
ditingkatkan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh segala upaya 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi agar mencapai hasil 
yang maksimal dengan tetap menjunjung hak asasi manusia dan 
kepentingan masyarakat.25 
Sampai pada saat ini bentuk pelaksanaan upaya pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana korupsi lewat peraturan perundang-undang 
sudah banyak dilakukan. Agar kebutuhan akan hukum di masyrakat tetap 
terpenuhi, perlu dilakukan perbaharuan peraturan perundang-undangan 
secara berkala seperti contohnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
sebagai bentuk pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, 
hal ini dilakukan supaya pencegahan serta pemberantasan tindak pidana 
korupsi dapat berjalan lebih efektif. 
Hingga saat, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 
korupsi di Indonesia masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Dan didukung dengan 
kehadiran Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang berlandaskan 
 




kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang 
KPK). 
Dalam Undang-Undang KPK dikatakan bahwa pemberantasan korupsi 
adalah "serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas 
terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, 
monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang 
pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan”.26 
Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dibagi atas 3 
unsur pembentuk yaitu, pencegahan dalam bentuk Gerakan anti korupsi, 
penindakan (represif/ penanggulangan/ kontra korupsi) serta peran 
penting dari masyarakat.27 Masyarakat memiliki peran dalam membantu 
mencapai keberhasilan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 
korupsi. Masyarakat memilki hak untuk mencari, memperoleh serta 
memberi informasi, mengutarakan saran dan pendapat, mendapat jawaban 
atas pertanyaannya jika diduga terjadi tindak pidana pidana korupsi, serta 
masyarakat juga dijamin perlindungan hukumnya dalam hal melaksanakan 
hal-hal tersebut dan juga dijamin perlindungannya apabila dipanggil untuk 
hadir sebagai saksi dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang 
pengadilan.28 
 
3. Ancaman dan Gangguan dalam melaksanakan Upaya Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi 
Terdapat berbagai definisi ancaman yang terdapat pada peraturan 
perundang-undangan. Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, “ancaman adalah setiap usaha 
dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai 
 
26 Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Perubahan 
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membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan 
keselamatan segenap bangsa”.29 
Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban, “ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan 
akibat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga saksi dan/atau 
korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu 
proses peradilan pidana”.30 
Dari pengertian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa ancaman 
adalah segala tindakan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat 
menimbulkan rasa takut serta bahaya bagi kesalamatan seseorang. 
Gangguan dapat diartikan sebagai suatu hal atau usaha yang berasal 
dari luar yang bertujuan untuk menghalangi atau melemahakan upaya 
yang sedang kita lakukan.  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang KPK 
adalah “serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas 
terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, 
monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang 
pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan”.31 
Sehingga dapat diambil kesimpulan, ancaman dan/atau gangguan 
dalam melaksanakan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah 
segala hal yang dilakukan oleh pihak diluar KPK yang menimbulkan rasa 
takut, serta bahaya bagi keselamatan penyidik KPK yang bertujuan untuk 
melemahkan atau bahkan menghalangi upaya-upaya dilakukan oleh 
penyidik KPK untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana 
korupsi. 
 
29 Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang 
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Ancaman dan gangguan dilakukan oleh para pihak yang merasa 
kepentingannya diusik oleh pihak KPK, contohnya oleh pihak ketiga atau 
phak dari yang terduga melakuakn tindak pidana korupsi.32 Hal seperti ini 
sudah terjadi sejak awal terbentuknya KPK, dimana koruptor dan orang-
orang yang terusik atas kinerja KPK melakukan serangan kepada KPK. 
Ancaman atau gangguan dapat dialami oleh penyidik KPK dikarenakan : 
1. Penyidik mengembangkan perkara dan mengungkap motif dan 
beberapa pelaku tindak pidana. 
2. Penyidik menyita aset pelaku tindak pidana 
3. Penyidik tetap melaksanakan penyidikan tanpa menghiraukan 
ancaman atau gangguan saat penanganan perkara.33 
Menurut Bambang Widjojanto dalam bukunya, ancaman dan 
gangguan seperti ini dapat dilakukan dengan cara legal dan illegal. Cara 
legal yang dimaksud dengan menggunakan wewenang yang dimilikinya, 
menganggu KPK dengan cara merevisi perundang-undangan dengan 
maksud melemahkan KPK. Tindakan ini tidak legitimed dikarenakan tidak 
memperoleh legitimasi dari para pengguna dan penerima yang berkaitan 
dengan perundangan tersebut.34  
Menurut pihak dari KPK sendiri, ancaman dapat dimaknai sebagai 
usaha yang bersift mengubah atau merombak kebijaksanaan yang 
dilkaukan secara konsepsional melalui Tindakan criminal dan politis. 
Sedangkan gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang 
bertujuan atau bersifat melemahkan atau menghalangi secara tidak 
konseksional (tidak terarah).35 
Ancaman dan gangguan dalam bentuk illegal sering didapat oleh KPK 
dalam bentuk serangan-serangan kekerasan, seperti ancaman terror bom, 
dan beberapa ancaman kekerasan yang diberikan kepada fungsional KPK.36 
 
32 Wawancara dengan Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, 
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Ancaman terhadap fugsional KPK terlihat sudah mencapai tingkatan yang 
tinggi dan menunjukan peningkatan karena tidak hanya ditujukan kepada 
Lembaga KPK tapi juga menyeret keluarga dari fungsional KPK dan pihak-
pihak yang dianggap memiliki keberpihakan kepada KPK. 
Ancaman bagi KPK sendiri dapat dibagi dua, yaitu ancaman fisik dan 
ancaman psikis. Ancaman fisik, diantaranya melukai fisik baik langsung 
maupun tidak langsung seperti percobaan pembunuhan, menabrak, 
merusak mobil, dsb. Ancaman psikis diantaranya terror melalui pesan 
singkat atau telepon misterius, terror pemasangan bom, ancaman 
krimininalisasi, bahkan sampai terror mistis, dsb.37 
Terkadang ancaman dan gangguan terhadap penyidik KPK juga tidak 
hanya sebatas ancaman fisik dan psikis, ancaman dan gangguan juga dapat 
terkait dengan intervensi yang berhubungan dengan pembinaan karir atau 
sanksi dalam hal karir.38 
Indonesian Corruption Watch (ICW) melakukan analisis terhadap 
ancaman dan gangguan yang dialami KPK dan mendapati ada sekitar 15 
bentuk ancaman dan jika dikasifikasi maka dapat dikategorikan sebagai 
berikut: 
1. Kekerasan yang bersifat dan beberntuk fisik yang ditujukan untuk 
mengancam  
2. Upaya upaya sistematis untuk delegitimasi eksistensi KPK 
3. Usulan pembatasan kewenangan yang dimilki KPK agar KPK tidak 
dapat menjalankan fungsinya 
4. Tindakan kooptasi pada upaya pemberantasan korupsi 
5. Tindakan yang bersifat black campaign terhadap upaya 
pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.39 
Ancaman dan gangguan tidak hanya ditujukan kepada pihak penyidik 
saja tetapi juga kepada keluarga penyidik, kolega penyidik bahkan 
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ancaman juga ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu 
tindak pidana tersebut.40 
 
C. Kajian Umum Tentang Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi 
1. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi 
Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dilakukan 
sejak lama. Pemerintah melakukan segala upaya untuk memberantas 
tindak pidana korupsi dengan membentuk Lembaga atau institusi yang 
diharapkan dapat melaksanakan pemberantasan korupsi di Indonesia 
dengan baik. 
Pada zaman orde lama. Pemberantasan korupsi pertama kali 
diusahakan oleh Kepala Staf Angkatan Darat melalui Peraturan Penguasa 
Militer No.PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi.41 Pada 
tanggal 16 April 1958, dikeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat 
No.Prt/Perpu C13/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi,42 
sebagai bentuk pelaksanaan dari aturan sebelumnya dan diikuti dengan 
pembentukan Badan Koordinasi Penilik Harta yang merupakan Lembaga 
pertama yang diberikan kewenangan dalam mencakup upaya anti 
korupsi.43 Pada tahun 1961, Peperpu yang dibuat oleh militer disetujui oleh 
parlemen untuk dijadikan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1961 tentang Penentapan semua Undang-Undang Darurat dan 
Peraturan Pemerintah sebelum tahun 1961 menjadi Undang-Undang, 
dimana peraturan mengenai korupsi yang terdapat dalam Undang-Undang 
tersebut menjadi Undang-Undang anti korupsi pertama di Indonesia. 
Pada tahun 1962, sebuah komite dibentuk yaitu Panitia Retooling 
Aparatur Negara (PARAN) yang diketuai oleh A.H Nasution.44 Tugas dari 
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komite PARAN adalah memaksa para pejabat militer dan sipil untuk 
menyerahkan daftar kekayaan yang dimilikinya, melakukan penyelidikan 
aktivitas korupsi terhadap pejabat militer. Pada 14 Maret 1964 A.H Nasution 
sebagai ketua PARAN mengumumkan bahwa dia menemukan adanya 
manipulasi dan penyewengan dalam lingkungan perusahaan negara lewat 
upaya penyelidikan yang dikenal dengan sebutan “Operasi Budhi”. 
Beberapa pihak menekan A.H Nasution untuk mempublikasikan hasil dari 
penyidikan Operasi Budhi, tetapi ditolak oleh A.H Nasution. Dikarenakan 
tekanan-tekanan kepada PARAN tersebut, komite ini dibubarkan pada 
tahun 1964. Sebagai pengganti dari PARAN, dibentuklah sebuah institusi 
bernama Komando Tertinggi Retooling Alat Revolusi (KOTRAR) yang 
dikepalai langsung oleh Presiden Soekarno dibantu oleh Subandrio dan 
Ahmad Yani.45 
Pada tahun 1967, masa dimana peralihan dari zaman orde lama 
menuju orde baru muncul gerakan-gerakan anti korupsi seperti Komite Anti 
Korupsi, Bandung Bergerak dan Mahasiswa menggugat yang terus 
menekan tentang pemberantasan korupsi. Untuk meredakan keraguan 
publik tersebut, pemerintah mengambil keputusan membentuk Tim 
Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai oleh Jaksa Agung Letnan 
Jenderal Sugih Arto46 yang memiliki dasar hukum dari Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 1960 dan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967.47 
Menurut laporan tahunan yang dimiliki TPK, sejak dimulai pada tahun 1968 
mereka berhasil menemukan 172 kasus korupsi, dan di tahun 1970 mereka 
telah mengusut 144 kasus korupsi. Sugih Arto mengakui bahwa mereka 
lebih banyak menangani kasus korupsi kecil dikarenakan mereka memiliki 
kesulitan teknis.48 Dikarenakan tidak berhentinya tekanan-tekanan dari 
masyarakat terhadap pemerintah Seharto tentang masalah korupsi, pada 
31 Januari 1970 dibentuk Komisi Empat yang diketuai oleh mantan perdana 
Menteri Wilopo, Komisi Empat bertugas untuk mengusut kasus korupsi dan 
mencari jalan untuk memecahkan masalah korupsi. Tetapi pada 
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kenyataannya pelaksanaan komisi empat hanya melakukan penyelidikan 
saja. Komisi ini dibubarkan pada Juni 1970 setelah mereka memberikan 
laporan dan menyampaikannya kepada Pemerintah. 
Pada tahun 1971, peraturan tentang pemberantasan korupsi 
peninggalan masa Soekarno direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 
tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi. Di tahun 1977, Institusi 
Kopkamtib (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) dibentuk 
dengan Instruksi Presidan Nomor 9 tahun 1977. Dalam Institusi ini dibentuk 
organisasi bernama Opstib (Operasi Tertib) yang bertugas mengawasi dan 
menindak manipulasi dan pungutan liar di lingkungan departemen-
departemen pemerintahan. 
Pada tahun 1980-an banyak peningkatan untuk aturan anti korupsi, 
diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang 
Pemberantasan Suap dan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
1952 tentang Hukuman Jabatan dengan mengeluarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.49 Dan di tahun 1982 Tim 
Pemberantasan Korupsi dihidupkan kembali tanpa diterbitkannya sebuah 
Keputusan Presiden.50 
Masuk pada zaman reformasi, tahun 1998 turunnya Soeharto sebagai 
tanda dimulainya kondisi politik Indonesia yang baru memberi kemajuan 
juga kepada pemberantasan korupsi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 
71 tentang Tindak Pidana Korupsi diubah menjadi Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Institusi anti korupsi yang 
pertama lahir pada zaman reformasi adalah Komisi Pemeriksa Kekayaan 
Penyelenggara Negara (KPKPN) yang memiliki dasar hukum Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 
1998. KPKPN bersifat lebih strategi untuk mencegah dan monitoring 
korupsi dikarenakan memiliki tugas untuk memeriksa kekayaan para 
pejabat publik. Untuk tindakan represifnya dibentuk Tim Gabungan 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) yang beranggotakan dari 
pihak kepolisian, kejaksaan, instansi terkait dan masyarakat. TGPTPK yang 
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berada di bawah koordinasi Jaksa Agung dan diketuai oleh mantan Ketua 
Muda Mahkamah Agung dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena 
mengakibatkan dualisme dalam proses penyelidikan dan penyidikan, hal ini 
juga terjadi kepada KPKPN. Lalu setelah dilakukan pembubaran terhadap 
KPKPN dan TGTPK, dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang 
merupakan lembaga pemberantasan korupsi yang bertahan sampai dengan 
saat ini. 
 
2. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga negara yang 
masih masuk ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif mengemban tugas 
pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan berpegang kepada 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi 
bersifat independen atau bebas dari pengaruh kekuasaan manapun yang 
sekiranya dapat memberi pengaruh pada tugas serta wewenang Komisi 
Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi Pemberantasan Korupsi 
secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pihak-pihak 
lain yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan 
dan situasi ataupun dengan alasan apapun. Asas yang dipegang oleh 
Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya adalah asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, 
kepentingan umum, proposionalitas dan penghormatan terhadap hak asasi 
manusia.51 
Tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Pasal 6 
Undang-Undang KPK adalah “melakukan tindakan-tindakan pencegahan 
sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi, koordinasi dengan instansi 
 
51 Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 




yang berwenang melaksanakan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan 
instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, monitor terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan negara, supervisi terhadap instansi yang 
berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak 
Pidana Korupsi dan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. 
Dalam melaksanakan tugas pencegahan KPK memiliki wewenang 
untuk “melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta 
kekayaan penyelenggara negara, menerima laporan dan menetapkan 
status gratifikasi, menyelenggarakan program Pendidikan anti korupsi, 
merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan 
tindak pidana korupsi, melakukan kampanye anti korupsi, serta melakukan 
kerjasama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak pidana 
korupsi”.52 
Dalam melakukan tugas koordinasi, KPK memiliki wewenang untuk 
“melakukan koordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, 
menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan, meminta 
informasi pada instansi terkait mengenai kegiatan pemberantasan, 
meminta laporan kepada instansi yang berwenang mengenai upaya 
pencegahan”.53 
Dalam melakukan tugas monitor, KPK memiliki wewenang untuk 
“melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua 
lembaga negara dan Lembaga pemerintahan, memberi saran kepada 
pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan 
perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan 
administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya Tindak Pidana 
Korupsi dan melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, 
jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak 
dilaksanakan”.54 
 
52 Ibid,. Pasal 7 
53 Ibid,. Pasal 8 




Dalam melakukan tugas supervisi, KPK memiliki wewenang untuk 
“melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi 
yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengambil alih penyidikan dan/ 
atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang 
dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan”.55 
Dalam melakukan tugas penyelidikan KPK memiliki wewenang untuk 
“melakukan peyadapan, memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk 
melarang seseorang bepergian ke luar negeri, meminta keterangan kepada 
bank atau Lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan 
tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa,. memerintahkan kepada 
bank atau Lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang 
diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang 
terkait, memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk 
memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya, meminta data 
kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi 
yang terkait, menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi 
perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara 
perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka 
atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada 
hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa, 
meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara 
lain untuk  melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang 
bukti di luar negeri dan meminta bantuan  kepolisian atau instansi lain yang 
terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan 
penyitaan dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang 
sedang ditangani”. 
Wewenang untuk melakukan penyadapan dapat dilaksanakan oleh KPK 
setelah mendapat izin tertulis dari Dewas Pengawas, izin tersebut harus 
berdasarkan permintaan tertulis dari Pimpinan KPK dikarenakan izin 
tersebut dipertanggungjawabkan oleh Pimpinan KPK berdasarkan laporan 
 




yang diterimanya dari penyelidik dan penyidik. Hasil dari penyadapan 
bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan peradilan. 
 
3. Struktur Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi 
Struktur organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 
Pimpinan, Dewan Pegawas dan Pegawai yang merupakan penggerak, 
pelaksanan, pendukung dan pengawas yang tercermin dalam susunan 
organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi.56 Berikut adalah bagan dari 
struktur organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi : 
 
Bagan 2.1. 
Struktur Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi 
 
Sumber : Data Sekunder, diolah, 2020 
 
a. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi 
Dewan Pegawas KPK merupakan pelaksanaan dari Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menyatakan 
bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari rumpun 
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kekuasaan eksekutif, sehingga sudah menjadi kewenangan dari 
Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara membentuk 
suatu Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.57 
Hal ini membuat Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Lembaga 
penegak hukum yang sama seperti Kepolisian dan Kejaksaan, serta 
menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi bagian dari Lembaga 
pemerintahan. Menurut pasal 37A ayat (3), Dewan Pengawas 
mempunyai 4 (empat) tahun masa jabatan dan dapat dipilih kembali 
hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Tugas dari Dewan Pengawas 
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah :   
1. “Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi 
Pemberantasan Korupsi; 
2. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, 
penggeledahan, dan/atau penyitaan; 
3. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai 
Komisi Pemberantasan Korupsi; 
4. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat 
mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh 
Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau 
pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2019; 
5. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan 
pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi 
Pemberantasan Korupsi; 
6. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi 
Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun”.58 
Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan pengawas Komisi 
Pemberantasan Korupsi 1 (satu) kali dalam 1 (tahun) secara berkala 
membuat laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan kepada 
 
57 Center For Indonesia Taxation Analysis, Perbandingan UU KPK Sebelum dan 
Setelah Perubahan, Jakarta, CITA-Law Series, 2019, hlm. 5. 
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Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia.59 Tugas di atas dijalankan oleh Dewan Pengawas dengan 
membentuk organ pelaksana pengawas60 yang ketentuannnya diatur 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ 
Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. Organ pelaksana pengawas disebut dengan Sekretariat 
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dibawahi serta 
bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengawas Komisi 
Pemberantasan Korupsi dan secara administratif dikoordinasikan oleh 
Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi.61 
Agar dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas Komisi 
Pemberantasan Korupsi hendaknya memenuhi syarat yang tertuang 
pada Pasal 37D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang 
diantaranya adalah “memiliki integritas moral dan keteladan, tidak 
pernah dipidana penjara, berpendidikan paling rendah S1 (sarjana 
strata satu), tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik serta 
melepaskan jabatan strukturalnya”. Ketua dan anggota dari Dewan 
Pengawas diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia 
dengan membentuk panitia seleksi yang terdiri atas unsur pemerintah 
pusat dan masyarakat. Panitia seleksi bertugas untuk “menentukan 
nama calon Dewan Pengawas yang kemudian akan disampaikan 
kepada Presiden Republik Indonesia. Nama calon yang sudah diberikan 
akan dikonsultasikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”.62  
Berikut nama-nama Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan 
Korupsi dengan masa jabatan dari tahun 2019-2023 : 
 
59 Pasal 37B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
60 Pasal 37C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
61 Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 91 Tahun 2019 Tentang 
Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
62 Pasal 37E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 





1. Tumpak Hatorangan Panggabean (Ketua Dewan Pengawas) 
2. Artidjo Alkostar (Anggota Dewan Pengawas) 
3. Albertina Ho (Anggota Dewan Pengawas) 
4. Syamsuddin Haris (Anggota Dewan Pengawas) 
5. Harjono (Anggota Dewan Pengawas) 
 
b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas serta 
wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan bidang-bidang yang 
dibawahinya. Terdapat 5 (lima) orang Pimpinanan Komisi 
Pemberantasan Korupsi yang merangkap juga sebagai anggota 
dengan susunan 1 (satu) orang sebagai ketua serta 4 (empat) orang 
lainnya mendampingi sebagai wakil ketua. Pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi masih merupakan pejabat negara yang 
bersifat kolektif kolegial.63  
Untuk dapat diangkat menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan 
Korupsi harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 29 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang diantaranya adalah 
“tidak pernah melakukan perbuatan tercela, cakap, jujur, memiliki 
integritas moral yang tinggi dan memiliki reputasi yang baik, tidak 
menjadi pengurus salah satu partai politik, melepaskan jabatan 
struktural atau jabatan lainnya serta tidak menjalankan profesinya 
selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi”.64 Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) memilih pimpinan KPK berdasarkan pada 
daftar calon anggota yang sebelumnya telah diusulkan oleh Presiden.65  
Masa jabatan yang dimiliki oleh pimpinan KPK adalah selama 4 
(empat) tahun masa jabatan, yang dimana dapat dipilih kembali untuk 
 
63 Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
64 Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
65 Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 




1 (satu) kali masa jabatan kembali.66 Selama menjadi Pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi dilarang untuk : 
1. “Mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung 
dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan 
perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi 
Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun; 
2. Menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya 
mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam 
garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga 
dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang 
bersangkutan; 
3. Menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ 
yayasan, pengawas atau pengurus koperasi, dan jabatan 
profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan 
dengan jabatan tersebut”.67 
Tugas dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah : 
1. “Merumuskan, menetapkan kebijakan, dan Strategi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
2. Pelaksanaan bimbingan teknis atas pelaksanaan tugas 
pemberantasan korupsi pada jajaran struktur Komisi 
Pemberantasan Korupsi 
3. Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan tugas 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
4. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan 
tugas pemberantasan korupsi pada jajaran struktur Komisi 
Pemberantasan Korupsi 
5. Meningkatkan peran serta masyarakat, badan usaha dan kerja 
sama internasional dalam pemberantasan korupsi”.68 
 
66 Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. 
67 Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. 
68 Pasal 4 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 




Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi membawahi satuan dan 
unit organisasi yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, Deputi Bidang 
Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Deputi Bidang Pencegahan 
dan Monitoring, Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, Deputi 
Bidang Koordinasi dan Supervisi, Deputi Bidang Informasi dan Data, 
Staf Khusus, Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi, 
Inspektorat, Juru Bicara dan Sekretariat Pimpinan. 
 
c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi 
Menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, 
untuk pengangkatan pegawai KPK harus mengikuti ada peraturan 
perundnag-undangan yang mengatur mengenai aparatur sipil negara 
dikarenakan pegawai KPK merupakan aparatur sipil negara. 
Sebelumnya terjadi Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 terdapat 3 (tiga) pembagian pegawai Komisi 
Pemberantasan Korupsi yaitu, pegawai tetap, pegawai negeri yang 
dipekerjakan dan pegawai tidak tetap.69 Oleh karena penerbitan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang pada pasal 1 angka 6 
yang mengatakan bahwa “Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi 
ialah aparatur sipil negara, sehingga pengaturan mengenai 
pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi mengikut pada 
peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara yaitu 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”. 
Sehingga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak mulai 
berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, pegawai KPK yang 
belum memiliki status sebagai pegawai aparatur sipil negara harus 
diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara.70 Pelaksanaan 
pengalihan dari pegawai tetap atau tidak tetap Komisi Pemberantasan 
Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang 
 
69 Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005 Tentang 
Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi 
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Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
Menjadi Pegawai Apratur Sipil Negara. Untuk mekanisme alih status 
pegawai tetap akan diatur oleh Peraturan Komisi Pemberantasan 
Korupsi, dimana direncanakan bahwa nantinya pegawai tetap akan 
menjadi pegawai negeri sipil (PNS), pegawai tidak tetap akan menjadi 
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Sehingga nantinya 
pegawai KPK akan terdiri dari atas Pegawai Negeri Sipil, Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Negeri Sipil yang 
Diperkerjakan (PNYD).71 
Total Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2020 
adalah sejumlah 1589 orang dengan pembagian sebagai berikut : 
 
Tabel 2.1 
Tabel Pembagian Jumlah Pegawai KPK 
 
Direktorat Jumlah 
Dewan Pengawas 5 orang 
Pimpinan 5 orang 
Pendukung Tugas Pimpinan 117 orang 
Sekretariat Jenderal 433 orang 
Kedeputian PIPM 124 orang 
Kedeputian Pencegahan 241 orang 
Kedeputian Penindakan 413 orang 
Kedeputian INDA 251 orang 
 
 
4. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi 
Penyidik secara umum menurut Pasal 1 angka ke 1 Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana adalah “pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau 
pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 
 
71 Nila Chrisna Yulika, 2020, KPK Masih Susun Peraturan KPK Terkait Alih 
Status Pegawai Jadi ASN (online), https://www.liputan6.com/news/read/4372630/kpk-




undang-undang untuk melakukan penyidikan”.72 Penyidikan adalah salah satu 
tahapan dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan setelah 
penyelidikan. Ketika pada tahap penyidikan diketahui benar ada tindak pidana, 
maka pada saat itulah penyidikan dapat dilakukan berpedoman pada hasil 
penyelidikan. Tahap penyidikan menekankan kepada pencarian serta 
pengumpulan alat bukti, seperti yang tertulis pada Pasal 1 ayat (2) KUHAP 
bahwa : 
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal 
dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna 
menemukan tersangkanya”.73 
 
Penyidikan tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh tiga institusi yang 
berwenang, yaitu kepolisian, kejaksaan dan KPK. Tindakan penyidikan yang 
dilakukan oleh pihak KPK hanya dapat dilaksanakan pada “tindak pidana korupsi 
yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara atau orang lain 
yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat 
penegak hukum dan/atau penyelenggara negara, serta tindak pidana korupsi 
yang menyebabkan kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu 
milyar rupiah)”.74 Khusus bagi penyidik KPK, saat melakukan penggeledahan 
dan penyitaan harus disertai dengan izin tertulis dari Dewan Pengawas. 
Proses penyidikan yang ditangani oleh KPK dilakukan oleh penyidik yang 
diberi wewenang khusus oleh undang-undang dan penyelidik KPK baik itu 
berasal dari kepolisian, kejaksaan, maupun penyidik pegawai negeri sipil, yang 
mana penyidik ini diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan KPK.  Penyidik KPK 
yang berasal dari instansi kepolisian dan kejaksaan akan diberhentikan 
sementara dari instansi tersebut saat menjadi pegawai di KPK.  
Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi penyidik KPK adalah 
berpendidikan minimal S1 (sarjana strata satu) atau yang setara, mengikuti 
 
72 Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
73 Ibid,.Pasal 1 ayat (2) 
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serta lulus pendidikan di bidang penyidikan, memiliki jasmani dan rohani yang 
sehat serta dibuktikan lewat surat keterangan dokter, dan memiliki kemampuan 
serta intergritas moral yang tinggi. 
Walaupun Penyidik KPK bekerja di bawah peraturan KPK, penyidik KPK 
tetap mempunyai wewenang berdasarkan wewenang penyidik yang tertera 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) yaitu : “menerima laporan 
atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan 
tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang 
tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan 
penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan 
pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret 
seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 
atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 
dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, 
mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. 
Direkotorat Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi membawahi Penyisi 
Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada tahun 2019 terdapt 133 orang penyidik 
Komisi Pemberantasan Korupsi.75 Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh 
penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi selama tahun 2019 berjumlah 268 (dua 
ratus enam puluh delapan), yang terdiri atas perkara sisa tahun 2018 sebanyak 
123 (seratus dua puluh tiga) dan perkara tahun 2019 sebanyak 145 (seratus 
empat puluh lima).76 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Posisi Kasus Ancaman Dan/Atau Gangguan 
Yang Dialami Oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi 
Dalam penelitian ini terdapat beberapa contoh kasus untuk 
mendeskripsikan ancamana dan/atau gangguan yang dialami oleh penyidik KPK 
dalam melaksanakan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Kasus – kasus 
yang dijadikan contoh adalah kasus nyata yang memang dialami oleh para penyidik 
KPK antara lain : 
1. Kasus yang dialami oleh penyidik KPK Novel Baswedan 
Pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 05.10, terlihat dua 
orang pria yang mendekati Novel secara perlahan dengan menggunakan 
sepeda motor. Novel yang baru saja keluar dari Masjid Al-Ikhsan sedang 
berjalan menuju ke tempat tinggalnya disiram oleh cairan asam sulfat 
(H2SO4) oleh pria yang menjadi penumpang sepeda motor yang 
mendekatinya. Setelah melakukan penyiraman ke bagian kepala dan badan 
Novel, para pelaku langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda 
motor tersebut. Penyiraman tersebut menyebabkan Novel mengalami luka 
berat berupa kerusakan pada selaput bening (kornea) kedua matanya yang 
berpotensi menyebabkan kebutaan, serta luka bakar dibeberapa bagian 
tubuh Novel. 
2. Kasus yang dialami oleh penyidik KPK Afif J M 
Pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 WIB, rumah 
penyidik Afif yang beralamat di Perumahan  Mediterania Regensi, Kota 
Bekasi mengalami teror bom. Dilihat dari CCTV yang dipasang di rumah 
penyidik Afif, terlihat dua orang meletakkan sebuah bungkusan kotak 
sterefoam yang dilapisi oleh lakban berwarna hitam dengan rangkaian 
kabel disekelilingnya di depan pagar rumah tersebut. Penyidik Arif langsung 
menghubungi pihak kepolisian setelah melihat bungkusan tersebut. Pihak 
kepolisian langsung datang untuk mengecek benda tersebut, dan 
menemukan bahwa tidak ada unsur ledakan dari bungkusan tersebut, 




disimpulkan bahwa hal ini adalah bentuk teror kepada penyidik KPK Afif 
Julin Miftah. 
3. Kasus ancaman dan teror yang dialami oleh penyidik yang menangani 
kasus dari Komjen Budi Gunawan 
Pada tanggal 11 Februari 2015, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto 
menyampaikan pada pers bahwa penyidik dan pegawai Biro Hukum KPK 
yang menangani kasus korupsi yang menyeret Komjen Budi Gunawan 
mendapat ancaman pembunuhan melalui telepon dan pesan singkat. 
Menurut Bambang Widjojanto, ancaman ini bersifat serius dan sistematis, 
dimana tidak hanya penyidik dan  pegawai KPK yang mengalami ancaman 
tetapi juga pihak keluarga mereka. Hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk 
dari perbuatan yang menghalang-halangi proses penyidikan (obstruction of 
justice). Bahkan buntut dari ancaman ini menyebabkan dua penyidik aktif 
tidak hadir menjadi saksi di sidang praperadilan dikarenakan merasa tidak 
nyaman. 
4. Serangan Balik Koruptor kepada Pimpinan dan Pegawai Komisi 
Pemberantasan Korupsi 
Dalam laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2019, 
Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan bahwa sepanjang tahun 
2019 beberapak kali terjadi serangan kepada pimpinan dan pegawai Komisi 
Pemberantasan Korupsi. Ancaman dan gangguan tersebut tidak hanya 
berupa intimidasi verbal melainkan juga berupa serangan secara fisik 
sampai percobaan pembunuhan. Hal ini biasa disebut serangan balik 
koruptor (corruptor fightback). 
Pada 9 Januari 2019, ditemukan benda yang mirip bom di kediaman 
Ketua KPK, Agus Rahardjo serta 2 (dua) bom Molotov yang dilemparkan ke 
kediaman Wakil Ketua KPK Laode M.Syarif.77 Terdapat 2 (dua) botol 
berisikan bahan bakal dan sumbu yang dilemparkan ke rumah milik Wakil 
Ketua KPK pada pagi hari sekitar pukul 01.00 WIB.78 Tidak lama dari 
 
77 Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Tahunan KPK 2019, Jakarta, Komisi 
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78 Bintoro Agung Sugiharto, 2019, Saksi Ungkap Kronologi Ledakan Bom di Rumah 
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dilaporkannya kejadian tersebut ke pihak berwajib, pada kediaman ketua 
KPK Agus Rahardjo ditemukan benda yang mencurigakan berupa tas hitam 
yang digantungkan di pagar rumah tersebut, dan setelah diselidiki tas 
tersebut hanya berisi bom palsu.79 Pada 2 Februari 2019, dua anggota Tim 
Surveillance Komisi Pemberantasan Korupsi dianiaya saat bertugas dalam 
pemantauan informasi dugaan bahwa akan terjadinya penyuapan di Hotel 
Borobudur, Jakarta Pusat.80 Pada 13 September 2019, terjadi demo di 
depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi.81 Massa tersebut menyebut 
mereka berasal dari Himpunan Aktivisis Milenial Indonesia, Aliansi 
Mahasiswa dan Pemuda Relawan NKRI, dan Masyarakat Pemuda Cinta 
Indonesia. Demo berlangsung dari pukul 14.30, massa tersebut meminta 
agar komisioner KPK dan wadah pegawai KPK dipecat dan dibubarkan. 
Demo tersebut berujung dengan ricuh dikarenakan para demonstran 
bentrok dengan pihak aparat kepolisian.82 Massa yang terdiri dari remaja, 
ibu-ibu dan anak-anak tersebut sebenarnya tidak mengerti akan isi demo 
yang mereka sampaikan. Saat ditanya oleh reporter, seorang ibu mengaku 
bahwa ia dibayar sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk ikut 
dalam aksi tersebut.83 
  
 
79 Reza Jurnaliston, 2019, Polisi : Bom di Rumah Ketua KPK adalah “Fake Bom” 
(online), https://nasional.kompas.com/read/2019/01/10/11592191/polisi-bom-di-rumah-
ketua-kpk-adalah-fake-bomb, (05 Februari 2020). 
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B. Pelaksanaan Perlindungan Keamanan Terhadap Penyidik Komisi 
Pemberantasan Korupsi Dari Ancaman dan/atau Gangguan Dalam 
Melaksanakan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
Perlindungan keamanan sudah seharusnya diberikan kepada penyidik 
Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai warga sipil yang hak asasinya dijamin oleh 
negara. Pemberian perlindungan keamanan merupakan salah satu bentuk nyata 
dari pelaksanaan hak asasi manusia dikarenakan hak tersebut dijamin dalam Pasal 
28G UUD NKRI yang berisikan : 
1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, 
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan 
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 
2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang 
merendahkan”  
Berhubungan dengan hal tersebut, sebagai warga sipil, Penyidik Komisi 
Pemberantasan Korupsi hak asasinya dijamin oleh pemerintah. Sehingga Penyidik 
Komisi Pemberantasan Korupsi berhak atas perlindungan atas dirinya sendiri serta 
keluarganya, berhak merasa aman dan memperoleh perlindungan dari ancaman. 
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengemban tugas sebagai pemberantas 
tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana luar biasa tentu ancaman 
dan gangguan datang membahayakan keselataman dari Penyidik Komisi 
Pemberantasan Korupsi serta sanak keluarganya. Sehingga diperlukannya 
pemberian perlindungan keamanan yang memadai untuk penyidik Komisi 
Pemberantasan Korupsi agar penyidik merasa aman dan tenang dalam 
melaksanakan tugas dan kewenangannya secara profesional, sehingga 
pemberantasan korupsi dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. 
Perlindungan tersebut tentu dapat diwujudkan oleh negara dengan salah 
satu cara yaitu membentuk peraturan perundang-undangan terkait pemberian  
perlindungan keamanan terhadap penyidik KPK. Namun sangat disayangkan 
peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara khusus 
terkait pemberian  perlindungan keamanan terhadap penyidik KPK, namun dapat 
ditemukan celah hukum bagi mereka yang melakukan ancaman dan gangguan 




dikenal dengan istilah obstruction of jutice yang mana peraturan tersebut dapat 
dilihat pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 : “Setiap orang yang 
dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau 
tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 
terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 
(dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima 
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta 
rupiah)”.84  
Peraturan di atas mungkin dapat menjerat pelaku yang melakukan 
ancaman dan gangguan terhadap penyidik dengan maksud menghalang-halangi 
proses penyidikan, tetapi berkaca dari kasus penyidik Novel Baswedan dimana 
para pelaku mengatakan motif mereka melakukan penyiraman air keras kepada 
Novel Baswedan bukanlah untuk menghalang-halangi proses penyidikan yang 
mungkin sedang ditangani oleh Novel Baswedan, melainkan dikarenakan rasa sakit 
hati kepada Novel Baswedan. Hal ini menyebabkan unsur perbuatan dalam pasal 
221 ayat (1) KUHP dan Pasal 21 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tidak dapat 
dikenakan terhadap kasus ini.  
KPK mengatakan, pihak yang berperan penting dalam pelaksanaan 
perlindungan keamanan terhadap pegawai KPK adalah pimpinan KPK, struktural 
KPK, tim khusus yang dibentuk dari unsur direktorat di KPK dan unsur aparat 
penegak hukum yang dilibatkan dalam perlindungan penyidik KPK.85 Walaupun 
peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara khusus 
mengenai pemberian perlindungan keamanan terhadap penyidik KPK, KPK sebagai 
lembaga yang sadar bahwa proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan 
perkara tindak pidana korupsi rentan akan resiko ancaman dan gangguan dari 
pihak-pihak tertentu terhadap para pegawainya, menciptakan peraturan internal 
KPK yang mengatur mengenai pemberian perlindungan keamanan khusus yang 
cukup dan memadai bagi para pegawainya maupun keluarga dari pegawai KPK 
yang membutuhkan.  
 
84 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
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Perlindungan keamanan yang diberikan oleh KPK terhadap penyidik KPK 
berupa perlindungan fisik dan perlindungan melalui sarana teknologi.86 KPK 
melakukan perlindungan terhadap para pegawainya termasuk penyidik KPK 
melalui upaya pencegahan dan penanganan. 
Upaya pencegahan dilakukan dengan memberikan perlindungan kepada 
penyidik yang menangani kasus besar yang sekiranya akan menimbulkan ancaman 
atau gangguan dalam menanganinya. Contohnya dengan melakukan pemasangan 
CCTV di rumah penyidik, layanan antar jemput dari rumah ke kantor atau 
sebaliknya, dan sebagainya. Upaya ini berdasarkan pada Surat Edaran Nomor 09 
Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengamanan Khusus bagi Pegawai KPK, 
yang dimana salah satunya adalah pembentukan Tim Khusus untuk melindungi 
dan mengamankan pegawai KPK. Kemudian pengamanan KPK juga diwujudkan 
melakui penggunaan peralatan senjata api dinas bagi pegawai yang diatur melalui 
Peraturan Pimpinan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Senjata Api 
Dinas dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api di Komisi 
Pemberantasan Korupsi. 87 
Dalam Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi No 09 Tahun 2017  
Tentang Perlindungan Dan Pengamanan Khusus Bagi Pegawai Komisi 
Pemberantasan Korupsi dikatakan bahwa KPK memiliki tim khusus yang bertugas 
dan berwenang untuk menerima laporan dari pegawai yang sedang mengalami 
ancaman. Laporan ancaman tersebut akan dianalisa dan verifikasi oleh Tim Khusus 
tersebut. Dalam proses verifikasi dan analisa laporan tersebut, Tim Khusus akan 
membuat Formulir Pelrindungan dan Pengamanan Pegawai yang sedikitnya 
memuat : 
1. Indentitas Pegawai 
2. Nama Keluarga 
3. Kronologis dan uraian bentuk ancaman 
4. Bentuk perlindungan dan pengaman yang diminta 
5. Rekomendasi bentuk perlnidungan dan pengamanan 







Selanjutnya Tim khusus tersebut akan memastikan dan melaksanakan 
perlindungan keamanan yang dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi yang 
didapat berdasarkan hasil dari analisa dan verifikasi sebelumnya.88  
Tim Khusus ini dikoordinasikan oleh bagian Sekretaris Jenderal, dimana 
Sekretaris Jenderal akan mengusulkan nama-nama serta tugas dari masing-
masing anggota Tim Khusus perlindungan dan pengamanan pegawai tersebut. 
Sekretaris Jenderal juga berwenang untuk memberikan persetujuan ataupun 
penolakan terhadap pemberian perlindungan keamanan pegawai tersebut.89  
Apabila seorang pegawai memberikan laporan ancaman dalam keadaan 
terdesak, dimana laporan tersebut disampaikan secara lisan atau melalui media 
komunikasi seperti email, telepon, pesan elektronik (SMS), yang dimana laporan 
tersebut menunjukan adanya suatu keadaan mendesak untuk segera dilakukannya 
perlindungan kemananan terhadap pegawai tersebut, maka perlindungan dan 
pengamanan dapat dilakukan terlebih dahulu oleh Tim Khusus. Selanjutnya Tim 
Khusus dapat mengisi dan menyampaikan Formulir Perlindungan dan Pengamanan 
Pegawai untuk kemudian disetujui oleh Ketua Tim.90  
Selain dari tindakan pemberian perlindungan keamanan yang diberikan 
setelah adanya laporan dari pegawai yang mengalami ancaman. KPK juga 
mengantisipasi resiko terhadap pengawainya terutama penyidik yang sedang 
menangangi perkara tertentu yang diidentifikasi menimbulkan potensi ancaman 
bagi penyidiknya, KPK akan menyiapkan dan memperlengkapi penyidik tersebut 
dengan peralatan perlindungan tertentu termasuk melengkapinya dengan senjata 
api.91  
Tak jarang dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam konteks di mana 
mereka sedang dalam proses pengungkapan kasus yang telah menggunakan 
kewenangannya, seperti penangkapan, penggeledahan dan penyitaan, biasanya 
penyidik KPK selalu menerima bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, 
dimana dalam hal ini biasanya KPK akan meminta bentuan dari Polisi. Dalam artian 
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penyidik KPK selalu didampingi oleh Polisi untuk meminimalisir potensi resiko 
ancaman kekerasan atau gangguan kekerasan langsung.92  
Seperti yang kita ketahui, penyidik KPK juga ada yang berasal dari 
Kepolisian. Polisi aktif yang kemudian bekerja di KPK adalah pegawai negeri, 
sehingga ketika polisi tersebut sudah memiliki senjata api sebagai pengamanannya 
dari Kepolisian, mereka tetap menggunakan bantuan Polisi lain untuk membantu, 
tetapi untuk pegawai tetap internal KPK, tidak memiliki senjata api secara 
langsung, sehingga diberikan bantuan dari Kepolisian.93  
Perlindungan keamanan ini tidak hanya diberikan KPK kepada pegawainya 
yang menjalankan tugas. Tetapi juga kepada pegawainya yang bertugas diluar 
fungsi penindakan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang merasa bahwa 
ada potensi ancaman atau gangguan terhadap pegawai tersebut dapat 
menginformasikan kepada Tim Khusus Perlindungan dan Pengamanan Pegawai 
yang telah dibentuk. Tim Khusus tersebut tetap akan melakukan langkah-langkah 
pengamanan yang sesuai dengan hasil analisis dan verifikasi yang nantinya akan 
dilakukan oleh Tim Khusus tersebut. Dan perlindungan keamanan tersebut juga 
dapat diberikan kepada keluarga dari pegawai yang merasa terancam 
keamanannya.94  
Upaya penanganan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai 
bentuk perlindungan terhadap penyidik KPK adalah pada pasca serangan terhadap 
pengawai, misalnya dengan melakukan perawatan terhadap pegawai KPK yang 
terluka. Seperti yang diatur dalam Pasal 34 Peraturan Komisi Pemberantasan 
Korupsi Nomor 06 P.KPK tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi 
Pemberantasan Korupsi, pegawai beserta keluarga diberikan jaminan perlindungan 
kesehatan dalam bentuk Asuransi Kesehatan karena sifat tugasnya mengandung 
kerawanan dan memiliki resiko tinggi baik karena situasi dan kondisi tugas yang 
dihadapi maupun teknis pekerjaannya. 
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Selain itu, Biro Hukum KPK juga memiliki tugas untuk melakukan 
perlindungan dan bantuan hukum kepada pegawai sesuai dengan Peraturan 
Komisi No 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi 
Pemberantasan Korupsi. Dikatakan pada pasal 19 ayat 4, salah satu fungsi dari 
Biro Hukum adalah pemberian bantuan hukum kepada pimpinan, penasihat dan 
pegawai termasuk kepada mantan pimpinan, penasihat dan pegawai serta 
perindungan hukum kepada mantan pimpinan yang menghadapi masalah hukum 





C. Hambatan Yang Diperoleh Serta Upaya Yang Dilakukan Oleh 
Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Mengatasi Hambatan 
Terkait Pelaksanaan Perlindungan Keamanan Terhadap Penyidik 
Komisi Pemberantasan Korupsi Dari Ancaman dan/atau 
Gangguan Dalam Melaksanakan Upaya Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi  
Keberhasilan dari pelaksanaan perlindungan keamanan terhadap penyidik 
Komisi Pemberantasan Korupsi dipengerahi oleh beberapa faktor, yaitu dari faktor 
pemerintahan dan faktor pemimpin KPK Itu sendiri. Faktor pemerintah yang cukup 
mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan memberikan dukungan konkrit 
pasti akan memberikan efek keberhasilan yang tinggi juga terhadap pelaksanaan 
perlindungan terhadap penyidik KPK. Hal ini juga didukung dari pihak pimpinan 
KPK, apabila benar-benar berdedikasi tinggi untuk meningkatkan upaya 
pemberantasan korupsi pasti secara sadar juga akan melindungi penyidiknya agar 
dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemberantas korupsi dengan 
baik.95  
Apabila dilemahkannya posisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai 
lembaga independen yang bertugas mencegah dan memberantas korupsi dengan 
undang-undang yang ada, kemudian struktur yang bertugas untuk KPK juga tidak 
memiliki visi dan misi yang baik dalam memberantas korupsi, maka resiko 
ancaman dan gangguan terhadap KPK akan semakin besar. Sehingga dapat 
disimpulkan, keberhasilan dari pelaksanaan perlindungan terhadap penyidik 
berubah-ubah karena bergantung pada pemerintah, pimpinan serta struktural KPK 
yang mewakili bidang-bidang terkait pelaksanaan perlindungan penyidik KPK.96  
Menurut dari pihak KPK sendiri, pelaksanaan dari perlindungan keamanan 
yang diberikan kepada penyidik memiliki kelebihan dimana untuk pelaksanaan 
perlindungan yang diberikan sudah quick repson atau dapat dikatakan 
pelaksanaannya cepat dilakukan dan terarah sesuai dengan peraturan komisi 
pemberantasan korupsi sendiri.97 Hal ini didukung dengan sudah terbentuknya Tim 
Khusus yang dipercaya untuk menangani hal terkait ancaman dan gangguan 
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tersebut sesuai dengan surat edaran yang telah dikeluarkan oleh pihak KPK. 
Keadaan seperti ini memberikan rasa aman kepada penyidik dalam melaksanakan 
tugasnya, karena merasa keamanan mereka dijamin oleh pihak KPK.  
Hanya saja diantara kelebihan tersebut tentu terdapat hambatan dalam 
pelaksanaan perlindungan terhadap penyidik KPK sebagai sebuah bentuk 
penegakan hukum. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa ada 3 (tiga) unsur utama 
yang terlibat dalam suatu proses penegakan hukum, yaitu pertama unsur 
pembuatan undang-undang atau Lembaga legislatif, kedua unsur penegakan 
hukum yang meliputi polisi, jaksa dan hakim, serta yang ketiga adalah unsur 
lingkungan yang meliputi masyarakat dan sosial.98 Sedangkan Lawrence M. 
Friendman mengatakan bahwa keberhasilan suatu penegakan hukum dilihat 
berdasarkan berjalannya seluruh komponen sistem hukum, yang mana sistem 
hukum tersebut terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu sturktur hukum (legal 
structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture).99 
Struktur hukum sebagai salah satu faktor penting dalam mendorong keberhasilan 
penegakan hukum merujuk kepada instansi yang memiliki wewenang dalam 
penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Substansi hukum 
adalah norma atau aturan-aturan yang berlaku di masyarakat yang dijadikan 
sebagai pedoman bertingkah laku dan mempunyai kekuatan mengikat, serta juga 
menjadi dasar bagi para penegak hukum dalam menjalankan wewenangnya. 
Budaya hukum ialah sikap dari masyarakat atau penegak hukum terkait dengan 
suatu sistem hukum yang berlaku. 
Dalam pelaksanaan perlindungan keamanan terhadap penyidik Komisi 
Pemberantasan Korupsi tentu tidak berjalan lancar begitu saja, akan ada hambatan 
yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan keamanan penyidik dari ancaman 
dan gangguan dalam melaksanakan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. 
Hambatan-hambatan tersebut yaitu sebagai berikut : 
1. Hambatan Substansi Hukum 
Di dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dikatakan 
bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewajiban berupa 
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memberikan perlindungan kepada subjek hukum yakni pelapor dan 
saksi.100 Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, perlindungan 
diberikan oleh pihak kepolisian kepada pelapor, saksi dan ahli.101 Tidak 
terdapat peraturan terkait pemberian perlindungan keamanan terhadap 
penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada kedua peraturan perundang-
undanngan yang  paling berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut. 
Komisi Pemberantasan Korupsi juga merasa bahwa dibutuhkannya sebuah 
legalitas yang jelas tidak hanya mengenai perlindungan keamanan 
terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melainkan juga 
pemberian perlindungan keamanan kepada keluarga atau kolega dari 
penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.102  
Terdapat celah hukum bagi mereka yang melakukan tindakan 
menghalang-halangi proses penyidikan atau yang dikenal dengan istilah 
obstruction of jusctice, hal tersebut diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999, dimana pasal ini dapat menjerat mereka yang 
melakukan ancaman dan gangguan terhadap penyidik Komisi 
Pemberantasan Korupsi dengan maksud untuk menghalangi-halangi proses 
penyidikan. Tetapi jika kita melihat kembali kepada kasus yang terjadi 
kepada Novel Baswedan, pelaku penyerangan kepada penyidik Novel 
Baswedan berdalih bahwa penyerangan tersebut berlandaskan rasa sakit 
hati pribadi dan tidak berkaitan dengan kasus yang tengah ditangani oleh 
Novel Baswedan sebagai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam 
hal seperti ini peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat 
dikenakan kepada pelaku karena tindakannya tidak dapat dianggap sebagai 
tindakan obstruction of jusctice.. Hal inilah yang menjadi sebuah hambatan 
karena memunculkan masalah hukum baru terkait unsur-unsur yang 
terdapat dalam pasal 21 yang masih kabur penjelasannya dari apa yang 
dimaksud dengan mencegah, merintangi, atau menggagalkan dikarenakan 
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dalam penjelasan pasal tersebut juga hanya tertulis “cukup jelas”. Apabila 
mengacu pada penjelasan yang diutarakan oleh Adami Chazawi dalam 
Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut : 
a. Perbuatan mencegah adalah perbuatan yang dilakukan dengan 
tujuan agar penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang 
pengadilan tidak terjadi. Syarat dari perbuatan mencegah ini 
adalah sesuatu itu in casu penyelidikan, penyidikan, penuntutan 
serta pemeriksaan tindak pidana korupsi terhadap seseorang 
belum terjadi dan/atau agar tidak terjadi, maka dilakukan 
perbuatan mencegah.103 
b. Perbuatan merintangi memiliki syarat bahwa sesuatu telah terjadi 
dan supaya sesuatu ini tidak berlanjut kepada suatu hal yang tidak 
diinginkan, maka diperlukan perbuatan merintangi. Sehingga 
dapat dikatakan perbuatan merintangi adalah perbuatan yang 
dilakukan dengan cara apapun dengan tujuan menggangu atau 
menghalangi sesuatu. Sesuatu yang dimaksud adalah proses 
penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. 
Merintangi bertujuan agar penyidikan, penuntutan atau 
pemeriksaan di pengadilan menjadi terganggu, terhambat, 
terhalang tidak berjalan lancar atau terjadi kesulitan dalam 
mencari alat bukti.104 
c. Perbuatan menggagalkan adalah perbuatan yang dilakukan 
dengan cara apapun yang menyebabkan kegagalan terhadap 
sesuatu. Ini merupakan perbuaan yang dikehendaki untuk 
mencapai akibat berupa gagalnya sesuatu in casu penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan perkara korupsi.105 
Jika dilihat dari pengertian-pengertian di atas, obstruction of justice 
terfokus pada penindakan yaitu setelah terjadinya sesuatu perbuatan lalu 
diberi tindakan atau dijerat, sedangkan tindakan pencegahan belum diatur. 
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Peraturan terkait perlindungan keamanan inilah yang dapat masuk ke 
tindakan pencegahan. Bisa disimpulkan bahwa perlindungan keamanan 
penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi masuk kepada suatu 
permasalahan kekosongan hukum (vacuum of norm), kekosongan hukum 
atau yang lebih tepat dikatakan sebagai kekosongan peraturan perundang-
undangan merupakan terjadinya keadaan peraturan perundang-undangan 
yang mengatur suatu hal tidak terdapat ditengah-tengah masyarakat , 
dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan terkait dengan 
pemberian perlindungan keamanan terhadap penyidik Komisi 
Pemberantasan Korupsi. Kekosongan hukum dapat terjadi dikarenakan 
perkembangan peraturan perundang-undangan yang sangat lambat 
dibandingkan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat yang 
menjadi titik tolak keberadaan suatu regulasi. Peraturan perundang-
undangan memang diperlukan sebagai suatu sistem hukum yang 
menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman dan tertib, tetapi pada 
kenyataannya tidak semua permasalahan yang timbul di tengah-tengah 
masyarakat dapat dicakup oleh peraturan perundang-undangan karena 
tidak ada peraturan perundangan yang lengkap selengkap-lengkapnya 
serta yang jelas sejelas-jelasnya karena kegiatan manusia yang sangat luas 
dan tidak terbatas jumlah dan jenisnya menyebabkan suatu peraturan 
perundang-undangan tidak mungkin mencakupnya secara tuntas dan 
jelas106 sehingga terjadi kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan 
tersebut bagi penegak hukum.  
 
2. Hambatan Struktur Hukum 
Saat suatu ancaman dan/atau gangguan telah terjadi menimpa 
penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dan bersifat sebagai sebuah tindak 
pidana, maka pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pihak 
yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap 
kasus tersebut. Karena tugas dari kepolisian sendiri adalah “memelihara 
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta 
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memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 
masyarakat”.107  
Saat terjadinya kasus penyerangan terhadap penyidik Novel 
Baswedan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia membentuk tim khusus 
untuk menangani kasus penyerangan penyidik KPK tersebut, dimana Tim 
tersebut terdiri dari gabungan Polres Jakarta Utara, Polda Metro Jaya dan 
Mabes Polri. Kepolisia membentuk tim penyelidik dan penyidikan yang 
terdiri dari 167 penyidik, dan melakukan pemeriksaan terhadap 66 saksi. 
Tetapi kinerja dari tim khusus yang dibentuk tidak kelihatan hasilnya, 
meskipun sudah berjalan 2 (dua) tahun lamanya penyidikan terhadap kasus 
tersebut tidak kunjung jelas arahnya. 
Karena tidak ada kemajuan dari tim tersebut, Presiden diberi desakan 
untuk membentuk suatu tim gabungan pencari fakta. Dari desakan-
desakan tersebut dibentuklah tim gabungan untuk menindaklanjuti kembali 
kasus penyerangan penyidik Novel Baswedan, yang terdiri dari 6 (enam) 
perwakilan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi, 7 (tujuh) perwakian pakar 
dan 52 (lima puluh dua) perwakilan pihak Kepolisian. 
Independensi serta efisiensi tim gabungan ini sekali lagi diragukan. Hal 
ini dikarenakan sejumlah barang bukti yang hilang, sehingga Tim Advokasi 
Novel Baswedan melaporkan Kepala Divisi Hukum Mabes Polri Irjen Pol 
Rudy Adi Nugroho kepaa pihak Divisi Propam Mabes Polri dengan dugaan 
melakukan pelanggaran kode etik menghilangkan sejumlah barang bukti 
dari perkara kasus Novel Baswedan.108 
Jika ditinjau kembali, komposisi dari Tim Gabungan ini terlihat tidak 
wajar karena kasus yang menimpa seorang penyidik dari lembaga Komisi 
Pemberantasan Korupsi, tetapi hanya terdapat sedikit pihak dari lembaga 
Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri yang dilibatkan hal ini 
mengakibatkan sebuah ketimpangan. Wadah Pegawai Komisi 
Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa seharusnya tim untuk 
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menangani kasus Novel Baswedan dibentuk dan diawasi langsung oleh 
Presiden sehingga independesi dan efisiensinya tidak diragukan.  
Pada akhir tahun 2019, tepatnya tanggal 26 Desember pelaku dari 
penyerangan terhadap Novel Baswedan ditangkap, kedua pelaku berinisial 
RM dan RB yang bertugas sebagai anggota polisi aktif. Jaksa mendakwa 
mereka dengan dakwaan primair Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo. Pasal 355 ayat 1 
KUHP, subsidair Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo. Pasal 353 ayat 1 dan 2 KUHP, lebih 
subsidair Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo. Pasal 351 ayat 1 dan 2 KUHP tentang 
penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan ancaman maksimal 5 
tahun penjara. Pelaku dituntut masing-masing satu tahun pidana penjara, 
hal ini dikarenakan jaksa menggunakan dakwaan subsider yakni pasal 353 
ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Jaksa berpendapat bahwa 
dakwaan primer tidak terbukti sehingga lebih memilih memberikan 
pembuktian pada dakwaan subsider, dengan alasan bahwa pelaku 
menyiram air keras ke mata Novel dengan tidak sengaja, yang mana niat 
awal hanya menyiram ke bagian tubuh dengan tujuan memberikan 
pelajaran bukan untuk menganiaya berat. 
Dari tuntutan tersebut banyak pihak yang merasa tuntutan tersebut 
terlalu ringan dan tidak adil bagi Novel Baswedan. Tim Advokasi Novel 
Baswedan menilai bahwa jaksa seolah-olah berusaha menyangkal fakta 
sebenarnya, dikarenakan jaksa hanya mendakwa dengan Pasal 351 dan 
Pasal 355 KUP terkait penganiayaan, padahal menurut Tim Advokasi Novel 
hal yang menimpa Novel memiliki potensi buruk seperti meninggal dunia, 
sehingga jaksa seharusnya mendakwa menggunakan Pasal 340 KUHP 
tentang pembunuhan berencana. Jaksa juga tidak mendatangkan saksi-
saksi yang dianggap penting untuk menjelaskan kronologi perkara 
sebenarnya. Dalam hal ini, jaksa sepertinya hanya menganggap kesaksian 
mereka tidak sepenting itu. Padahal hakikatnya suatu peradilan pidana 
adalah menggali kebenaral materiil, sehingga tindakan jaksa seakan-akan 
menutupi fakta persitiwa sebenarnya. Lalu peran jaksa dalam persidangan 
malah terlihat seperti mengambil peran pembela terdakwa. Hal tersebut 
bisa dengan mudah diambil kesimpulan karna dalam persidangan agenda 
pemeriksaan Novel, jaksa seolah-olah melontarkan pertanyaan yang 




lebih memahami kejadia tersebut, tidak akan membuat kasus semakin 
kabur dan hal bisa berdampak bahaya kedepannya bagi pelaksanaan upaya 
pemberantasan tidak pidana korupsi. 
Penanganan setelah terjadinya suatu tindak pidana berbentuk 
ancaman atau gangguan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi 
menjadi salah satu faktor penting pendukung keberhasilan pelaksanaan 
pemberian perlindungan keamanan kepada penyidik Komisi 
Pemberantasan Korupsi. Teori Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa 
sistem struktural menentukan dapat atau tidaknya suatu hukum 
dilaksanakan dengan baik. Jika tidak ada aparat penegak hukum yang 
berkredibilitas, kompeten, serta independent maka hukum tidak akan 
berjalan dengan baik. Apabila aparat penegak hukum dalam melaksanakan 
tugas tidak memaksimalkan kinerjanya maka nilai keadilan hanya sebuah 
mimpi belaka walaupun produk hukum yang sudah ada sangat bagus.109 
Menurut Novel Baswedan, perlindungan terhadap penyidik tidak banyak 
yang berlangsung efektif karena patut dipahami bahwa serangan terhadap 
penyidik tidak dilakukan secara terang-terangan tetapi dilakukan dengan 
cukup rapi dengan sedemikian rupa sehingga untuk membongkarnya pun 
harus ada kesungguhan.110 Akan terasa sulit jika terjadi kepura-puraan 
dalam menegakkan tindak pidana ancaman/gangguan terhadap penyidik, 
ternyata ada kepentingan lain yang terlibat dalam serangan tersebut. Oleh 
karena itu, salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan hukum berasal 
daripada keinginan penegak hukum untuk melaksanakan keadilan. 
Dalam hal penanganan tindak pidana ancaman dan gangguan 
terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, terlihat pihak kepolisian 
dan kejaksaan sebagai bagian dari faktor struktur hukum yang bertindak 
sebagai aparat penegak hukum tidak menunjukan upaya yang maksimal 
dalam melakukan penegakan hukum. Dimana pihak kepolisian bergerak 
sangat lambat dalam menemukan pelaku tindak pidana dan membuang 
waktu hingga bertahun-tahun, dan pihak kejaksaan yang memberikan 
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tuntutan yang sangat ringan terhadap pelaku dan seperti berpihak kepada 
pelaku tindak pidana. 
 
3. Hambatan hubungan dengan Lembaga lain 
Lili Pintauli Siregar mantan wakil ketua Lembaga Perlindungan Saksi 
dan Korban (LPSK) mengatakan bahwa LPSK memiliki hambatan dalam 
memberikan perlindungan dan bantuan terhadap pegawai Komisi 
Pemberantasan Korupsi.111 Pada saat tahap wawancara dan uji public 
seleksi capim KPK pada tahun 2019, saat ditanyakan mengenai peran LPSK 
dalam melindungi penyidik dan pimpinan KPK, Lili menjawan bahwa LPSK 
sudah memberikan tawaran kepada pegawai yang mengalami 
ancaman/gangguan untuk diberikan perlindungan serta bantuan tetapi 
tawaran LPSK tersebut dihiraukan. Tak jarang LPSK sendiri yang 
mendatangi pegawai KPK yang sedang terkena kasus ancaman/gangguan 
yang tidak terekspos oleh media, tetapi diberi penolakan dengan alasan 
tidak berkenan atau harus mendapat izin dari pimpinan. Apabila hal seperti 
ini terjadi, tentu LPSK tidak mungkin memberi paksaan untuk melakukan 
perlindungan dikarenakan sifat perlindungan yang berasal dari LPSK 
bersifat kesukarelaan dari korban.  
Pelaksanaan perlindungan keamanan penyidik Komisi Pemberantasan 
Korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi memang tidak 
berjalan dengan mudah. Hal tersebut disebabkan karena dalam 
melaksanakan perlindungan kemanan penyidik Komisi Pemberantasan 
Korupsi terdapat beberapa hambatan. Adapun upaya-upaya yang dapat 
dilakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut antara lain : 
1. Hambatan Substansi Hukum 
Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi suatu kekosongan 
hukum terkait perlindungan keamanan penyidik Komisi Pemberantasan 
Korupsi adalah membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang perlindungan keamanan penyidik Komisi Pemberantasan 
Korupsi. Walaupun hal tersebut belum dapat terpenuhi hingga sampai saat 
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ini, Komisi Pemberantasan Korupsi tetap berusaha melindungi para 
pegawainya lewat peraturan Internal yang mereka miliki yaitu lewat Surat 
Edaran Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengamanan 
Khusu Bagi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.112 Tidak hanya 
membuat peraturan internal tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi juga 
membentuk suatu Tim Khusus perlindungan dan pengamanan pegawai. 
Mekanisme perlindungan dan pengamanan pegawai yang diberikan adalah 
sebagai berikut113 : 
1. “Pegawai yang mengalami atau mengidentifikasi adanya ancaman 
wajib segara melaporkan kepada Tim Khusus perlindungan dan 
pengamanan pegawai yang dibentuk. 
2. Tim khusus yang menerima laporan dari pegawai segera melakukan 
verifikasi dn analisa dengan mengisi Formulir Perlindungan dan 
Pengamanan Pegawai yang sedikitnya memuat : 
3. Sekretaris Jenderal sebagai Ketua Tim Perlindungan dan Pengamanan 
Pegawai berwenang memberikan persetujuan/penolakan perlindungan 
dan pengamanan pegawai yang diajukan. 
4. Dalam hal rekomendasi perlindungan dan pengamanan pegawai 
disetujui maka Ketua Tim membubuhkan tanda tangan persetujuan 
pada Formulir Perlindungan dan Pengamanan Pegawai, persetujuan 
tersebut merupakan dasar dilaksanakannya perlindungan dan 
pengamanan pegawai 
5. Dalam hal terdapat laporan ancaman yang disampaikan oleh pegawai 
kepada Tim secara lisan maupun media komunikasi termasuk namun 
tidka terbatas menggunakan email, telepon atau handphone, pesan 
elektronik, atau melalui media lainnya, yang menunjukan adanya 
keadaan mendesak untuk segera dilaksanakan perlindungan dan 
pengamanan pegawai, maka perlindungan dan pengamanan terhadap 
pegawai dapat dilaksanakan terlebih dhulu oleh Tim Khusus. 
Selanjutnya Tim segera mengisi dan menyampaikan Formulir 
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Perlindungan dan Pengamanan Pegawai untuk kemudia mendapatkan 
persetujuan dari Ketua Tim. 
6. Pelaksanaan dan perkembangan kegiatan pelrindungan dan 
pengamanan yang dilaksanakan oleh Tim Khusus Perlindungan dan 
Pengamanan Pegawai dilaporkan kepada pimpinan”. 
 
2. Hambatan Struktur Hukum 
Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi perihal aparat penegak 
hukum yang tidak bekerja secara maksimal dalam menangani tindak pidana 
ancaman dan gangguan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi 
adalah memperbaiki integritas aparat penegak hukum, dimana 
diperlukannya Pendidikan etika serta moralitas yang tinggi bagi para aparat 
penegak hukum terkhusus dalam pembentukan pola pikir, sikap serta 
kebiasaan jujur. Tindak pidana terkait ancaman/gangguan terhadap 
penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memang sulit untuk dihindarkan, 
yang paling penting adalah setiap tindak pidana tersebut harus dibawa ke 
jalan yag serius karena penegak hukum seperti penyidik Komisi 
Pemberantasan Korupsi adalah representasi negara, jika 
ancaman/gangguan terhadap penyidik dibiarkan akan berimbas 
kedepannya akan semakin berani untuk melakukan tindak pidana 
ancaman/gangguan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, 
karena dianggap negara melindungi pihak-pihak yang melakukan tindak 
pidana ancaman/gangguan tersebut.114 sumber daya manusia penegak 
hukum dalam kasus ancaman/gangguan terhadap penyidik komisi 
pemberantasan korupsi setidaknya harus berasal dari orang-orang pilihan 
yang memiliki integritas tinggi, yang memiliki satu tujuan yang sama 
dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu memberantas korupsi. 
Dalam hambatan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi hanya dapat 
berupaya lewat mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pihak 
aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana ancaman 
dan atau gangguan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. 
 





Dapat berkaca dari kasus Novel Baswedan, pihak Komisi Pemberantasan 
Korupsi terus mengawasi jalannya proses hukum tersebut, bahkan ikut 
ambil peran, dimana Komisi Pemberantasan Korupsi mengirimkan 
beberapa pegawainya dari unsur penindakan, pengawas internal serta biro 
hukum untuk bersama-sama dengan tim satuan tugas khusus yang 
dibentuk oleh Polri.115 
 
3. Hambatan hubungan dengan Lembaga lain 
Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hubungan dengan 
Lembaga lain terkhususnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
(LPSK) dalam pemberian perlindungan keamanan terhadap penyidik Komisi 
Pemberantasan Korupsi adalah memberi keterbukaan terhadap bantuan 
yang diberikan oleh Lembaga negara lainnya. Komisi Pemberantasan 
Korupsi sendiri sudah beberapa kali meminta bantuan perlindungan 
keamanan secara terbuka, dimana pada tahun 2015 sendiri Wakil Ketu 
Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat itu, Bambang Widjojanto 
melakukan penjelasan mengenai ancaman dan gangguan yang dialami oleh 
Komisi Pemberantasan Korupsi, beliau juga meminta lembaga penegak 
hukum lainnya dapat memberikan perlindungan hukum terkait ancaman 
dan gangguan tersebut. Dikonfrimasi oleh Bambang Widjojanto sendiri 
bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sudah melaksanakan koordinasi 
bersama pihak Polri terkait ancaman tersebut, dan beliau mengatakan 
sudah memperoleh jaminan perlindungan keamanan dari Wakapolri 
Komjen Badrodin Haiti.116 Jika Komisi Pemberantasan Korupsi bersedia 
terbuka atas segala bantuan yang diberikan oleh Lembaga negara lainnya, 
akan semakin banyak pula perhatian yang diberikan kepada keamanan 
penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga dapat meminimalisir 
ancaman/gangguan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.  
 
115 Eko Priliawito, KPK Kirim Orang Gabung Satgas Polri Ungkap Kasus Novel 
Baswedan (online), 2019, https://www.viva.co.id/berita/nasional/1111479-kpk-kirim-
orang-gabung-satgas-polri-ungkap-kasus-novel-baswedan, diakses pada 03 Mei 2021 
(online) 
116 Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Terus Mendapat Ancaman, KPK Minta 
Perlindungan ke Lembaga terkait (online), 2015, 
https://nasional.kompas.com/read/2015/02/11/20021691/Terus.Mendapat.Ancaman.KPK.








Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis 
memberi kesimpulan sebagai berikut : 
1. Bahwa pemberian perlindungan keamanan terhadap penyidik Komisi 
Pemberantasan Korupsi secara umum dijamin oleh negara melalui Pasal 28G 
Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Hanya saja, peraturan 
perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai 
pemberian perlindungan keamanan terhadap penyidik KPK, namun dapat 
ditemukan celah hukum bagi mereka yang melakukan ancaman dan 
gangguan kepada penyidik kpk dengan maksud menghalang-halangi proses 
peradilan yang diatur pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. 
Selain dari peraturan-peraturan tersebut, KPK sendiri memiliki peraturan 
internal KPK yang mengatur mengenai pemberian perlindungan keamanan 
khusus yang cukup dan memadai bagi para pegawainya maupun keluarga 
dari pegawai KPK yang membutuhkan. Perlindungan keamanan yang 
diberikan oleh KPK terhadap penyidik KPK berupa perlindungan fisik dan 
perlindungan melalui sarana teknologi.  KPK melakukan perlindungan 
terhadap para pegawainya termasuk penyidik KPK melalui upaya 
pencegahan dan penanganan 
2. Bahwa dalam pelaksanaan perlindungan keamanan terhadap penyidik Komisi 
Pemberantasan Korupsi dari ancaman dan/atau gangguan dalam 
melaksanakan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat 
beberapa faktor yang menjadi penghambat dari pelaksanaan tersebut yaitu 
pertama hambatan substansi hukum, dimana peraturan mengenai 
perlindungan keamanan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang 
termasuk kepada permasalahan kekosongan hukum. Kedua hambatan 
struktur hukum, dimana dalam hal penanganan tindak pidana ancaman dan 
gangguan terhadap penyidik Komisi Peberantasan Korupsi terlihat pihak 
kepolisian dan kejaksaan sebagai bagian dari faktor struktur hukum yang 




maksimal dalam melakukan penegakan hukum. Dan terakhir hambatan 
hubungan dengan lembaga lain, dimana lembaga perlindungan saksi dan 
korban (LPSK) memberikan tawaran kepada pegawai yang mengalami 
ancaman/gangguan untuk diberikan perlindungan serta bantuan tetapi 
tawaran LPSK tersebut dihiraukan. Dari berbagai hambatan tersebut, 
terdapat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan 
Korupsi yaitu, pertama membentuk suatu peraturan internal yaitu Surat 
Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 09 Tahun 2017 Tentang 
Perlindungan dan Pengamanan Khusus Bagi Pegawai Komisi Pemberantasan 
Korupsi serta Tim Khusus yang menangani pemberian perlindungan dan 
pengamanan terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi . Kedua, 
Komisi Pemberantasan Korupsi berusaha untuk mengambil peran dalam 
penanganan kasus tindak pidana ancaman/gangguan terhadap penyidik 
Komisi Pemberantasan Korupsi dengan ikut bergabung dengan tim satuan 
tugas khusus yang dibentuk oleh Polri. Ketiga, Komisi Pemberantasan 
Korupsi meminta lembaga penegak hukum lainnya untuk memberikan 
perlindungan hukum terkait ancaman dan gangguan terhadap Komisi 





Berdasarkan hasil dan pembahasan serta kesimpulan yang telah 
diuraikan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut : 
1. Membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur 
tentang perlindungan keamanan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. 
Yang dimana unsur filosofis, sosiologis dan yuridis untuk menjadi 
pertimbangan dan alasan dibentuknya peraturan perundang-undangan. 
Bila dijabarkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut : 
a. Unsur Filosofis menggambarkan bahwa suatu peraturan dibentuk 
dengan pertimbangan berupa pandangan hidup, kesadaran, dan 
cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa 
Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk 
mewujudkan masyarakat yang adil, Makmur dan sejahtera 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 diperlukan perlindungan keamanan bagi 
penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu 
pelaksanan utama upaya pemberantasan tindak pidana korupsi 
untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari 
korupsi. 
b. Unsur Sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. 
Untuk meningkatkan kinerja dari Penyidik Komisi Pemberantasan 
korupsi agar dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya merasa 
aman dan terhindar dari ancaman dan/atau gangguan dari pihak-
pihak yang merasa kepentingannya terganggu atas upaya yang 
dilakukan oleh penyidik komisi pemberantasan korupsi untuk 
memberantasan tindak pidana korupsi. 
c. Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk 
untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan 
hukum  dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang 
akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian 




manusia yang telah dijamin oleh negara lewat Pasal 28G Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berintikan setiap 
orang berhak atas perlindungan diri pribadi, berhak atas rasa aman 
dan perlindungan dari ancaman ketakutan, serta berhak bebas dari 
penyiksaan. 
Untuk isi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 
perlindungan keamanan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat 
diadopsi dari peraturan-peraturan terdahulu yang menyangkut pemberian 
perlindungan keamanan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut 
Umum dan Hakim dalam Perkara Terorisme dan Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 
2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban dan peraturan perundang-
undangan lainnya. Pembentukan peraturan perundang-undangan 
tersebut harus sesuai dengan apa yang memang diperlukan oleh penyidik 
Komisi Pemberantasan Korupsi dan sesuai dengan tingkat ancaman dan 
gangguan yang dialami oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. 
Sehingga peraturan perundang-undangan yang baru tersebut dapat 
menjadi jawaban dari permasalahan ancaman dan gangguan yang dialami 
penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. 
2. Untuk memperbaiki moralitas dari aparat penegak hukum, dapat dengan 
melakukan pelatihan-pelatihan yang bersifat meningkatkan 
profesionalitas aparat penegak hukum. Terkhusus dalam pembentukan 
suatu Tim Khusus yang bertugas untuk menangani kasus 
ancaman/ganggu terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, 
harus dilakukan rekrumen yang bersifat objektif, dimana Tim Khusus 
tersebut harus diisi dengan orang-orang yang tidak memiliki kepentingan 
lain selain dari memberantas korupsi dan ada baiknya diawasi langsung 
oleh Presiden Republik Indonesia. 
3. Untuk Komisi Pemberantasan Korupsi, memberi keterbukaan terhadap 
bantuan yang diberikan oleh Lembaga negara lain yang memiliki tujuan 
yang sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melindungi 




perhatian yang diberikan kepada keamanan penyidik Komisi 
Pemberantasan Korupsi sehingga dapat meminimalisir 
ancaman/gangguan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. 
Bentuk bantuan yang diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dapat 
berupa pendampingan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi 
dari Pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban saat penyidik Komisi 
Pemberantasan Korupsi telah menjadi korban suatu tindak pidana dari 
ancaman/gangguan yang dialaminya saat melaksanakan upaya 
pemberantasan Korupsi atau bantuan berupa perlindungan keamanan 
dari pihak Aparat Kepolisian saat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi 
melaksanakan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang memiliki 
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1. Daftar Pertanyaan Wawancara 
1. Apa saja bentuk ancaman atau gangguan yang diterima oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan upaya pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana korupsi terutama Penyidik? 
2. Mengapa ancaman atau gangguan tersebut dapat dialami oleh penyidik 
Komisi Pemberantasan Korupsi? 
3. Apakah ancaman atau gangguan tersebut juga ditunjukan kepada 
keluarga atau kolega dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi? 
4. Apa saja peran atau tugas dari bagian penyidikan Komisi Pemberantasan 
Korupsi terkait pemberian perlindungan keamanan terhadap Penyidik 
Komisi Pemberantasan Korupsi yang sedang bertugas? 
5. Bagaimana bentuk upaya perlindungan keamanan yang diberikan 
bagian Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Penyidik 
Komisi Pemberantasan Korupsi? 
6. Apakah pemberian perlindungan keamanan hanya diberikan khusus 
kepada Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau dapat juga 
diberikan kepada keluarga atau kolega dari penyidik? 
7. Apakah pemberian perlindungan keamanan hanya diberikan pada saat 
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sedang menangani sebuah 
tugas? 
8. Apakah seorang Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat meminta 
perlindungan keamanan pada saat tidak sedang menangani sebuah 
tugas? 
9. Jikalau pemberian perlindungan keamanan telat atau bahkan tidak 
terlaksana dengan baik, apakah Penyidik menerima kompensasi/ganti 
rugi atau sejenisnya? 
10. Adakah hambatan-hambatan yang dialami oleh bagian Penyidik Komisi 
Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan perlindungan keamanan 
terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi? Dan mengapa 




11. Apa upaya yang ditempuh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam 
mengatasi hambatan terkait dengan pelaksanaan perlindungan 
keamanan terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi? 
12. Apakah menurut anda Pasal 221 ayat (2) KUHP dan Pasal 21 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 sudah cukup untuk melindungi Penyidik 
Komisi Pemberantasan Korupsi dari ancaman dan gangguan yang 
diterimanya? Jika tidak, produk hukum seperti apa yang diperlukan 
untuk memberikan perlindungan keamanan yang maksimal bagi 
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi? 
13. Terkait dengan Pasal 221 ayat (2) KUHP dan Pasal 21 Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999, apabila ancaman dan gangguan terhadap 
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menimbulkan efek 
kerugian terhadap proses penyidikan, apakah ancaman dan gangguan 
tersebut tetap ditindak lanjuti? 
14. Apakah ada kebijakan internal yang dikeluarkan oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi terkait pelaksanaan perlindungan keamanan 
terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi? 
15. Menurut Anda, siapa saja pihak yang berperan penting dalam 
pelaksanaan perlindungan keamanan terhadap penyidik Komisi 
Pemberantasan Korupsi?  
16. Apakah diperlukan sebuah pemberian hak imunitas terbatas terhadap 
penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi? Jika iya, bagaimana bentuk 





2. Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara 
 
